NOMOR 133/PHP.BUP-XIV/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan

dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015, diajukan oleh:

Nama : Mateus Hamsi, S.Sos
Pekerjaan . Wiraswasta
Alamat : Kp.Padang, desa Batu Cermin

Kec. Komodo

2. Nama . Drs. Paul Serak Baut, M.Si
Pekerjaan : Pensiunan DPRD
Alamat . Cibubur, blok Duku RT.0011 RW.010 Kelurahan

Cibubur, Jakarta Timur
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2015, Nomor Urut 3;

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I,
1. Nama : Drs. Gasa Maximus, M.Si

Pekerjaan . Pensiunan PNS

Alamat : Langka Kabe, Desa Wae Kelambu, Kec.

Komodo, Manggarai Barat

2. Nama . H. Abdul Azis
Pekerjaan . Wiraswasta
Alamat : Labuan Bajo, Kelurahan Labuan Bajo, Komodo.

Manggarai Barat
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil
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Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2015, Nomor Urut 4;

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON lII;
1. Nama . Ir. Pantas Ferdinandus

Pekerjaan . Wiraswasta

Alamat : Rowang, Kel. Waso, Kecamatan Langke

Rembong, Manggarai

2. Nama : Yohanes Dionsius Hapan
Pekerjaan . Wiraswasta
Alamat : Wae Kelambu, Kelurahan Wae Kelambu,

Kecamatan Komodo, Manggarai Barat
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2015, Nomor Urut 5;
Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON llI;

Pemohon I, Pemohon Il, dan Pemohon lll, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor: 119/SK/XI1/2015, tanggal 18 Desember 2015, memberi kuasa kepada
Makarius Paskalis Baut, S.H., dan Vitalis Jebarus, S.H, yang kesemuanya adalah
para Advokat/Kuasa Hukum yang tergabung pada Kantor Advokat Makarius
Paskalis Baut & Partners Advokat-Konsultan Hukum, beralamat di JI. Palem 11/10
No.29 B Blok Duku Cibubur, Jakarta Timur 13720, baik sendiri-sendiri atau

bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai PARA PEMOHON;

terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat, beralamat di Jalan
Daniel Daeng Nabit Labuan Bajo- Flores-NTT, Telephone/Faksimile: (0385)
244341.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2016, memberi kuasa
kepada Ali Antonius, S.H., M.H., Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Advokat
Ali Antonius, S.H., M.H., & Partners, beralamat di Jalan Rantai Damai II,
Nomor 2, TDM - Kupang- Nusa Tenggara Timur, bertindak untuk dan atas
nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai TERMOHON,;
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lI. 1. Nama : Drs. Agustinus Ch. Dula
Alamat : Komplek Padang SMIP, Desa Batu Cermin,
Komodo, Manggarai Barat.
2. Nama : Drh. Maria Geong, Ph.D
Alamat : Oesapa Barat, Kelurahan Liliba, Kecamatan

Eoebobo, Kupang
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2015, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2016, memberi kuasa kepada
Sirra Prayuna, S.H., Diarson Lubis, S.H., Yanuar Prawira Wasesa, S.H., M.Si.,
M.H., Holden Makmur Atmawidjaja, S.H., M.H., Edison Panjaitan, S.H.,
Sudiyatmiko Aribowo, S.H., M.H., Tanda Perdamaian Nasution, S.H., Tisye Erlina
Yunus, S.H., M.M., Patuan Sinaga, S.H., M.H., Simeon Petrus, S.H., Magda
Widjajana, S.H., M.Pilipus Tarigan, S.H., M.H., Imran Mahfudi, S.H., Paskaria
Maria Tombi, S.H., M.H., Badrul Munir, S.Ag., S.H., CLA., Ridwan Darmawan,
S.H., M. Nuzul Wibawa, S.Ag., M.H., Aziz Fahri Pasaribu, S.H., Muhammad Ibnu,
S.H., Octianus, S.H., Ace Kurnia, S.Ag., Aries Surya, S.H., Benny Hutabarat, S.H.,
Dini Fitriyani, S.H., CLA, dan Rizka, S.H., yang kesemuanya adalah para
Advokat/Kuasa Hukum yang tergabung pada Kantor Badan Bantuan Hukum dan
Advokasi (BBHA) Pusat PDI Perjuangan, beralamat di JI. Majapahit 26 Blok AG
Jakarta Pusat 10160, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan
atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK TERKAIT;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;

Memeriksa bukti-bukti para pihak;
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2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat

permohonannya bertanggal 21 Desember 2015 yang diterima di Kepaniteraan
Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari
Minggu, tanggal 20 Desember 2015, pukul 15.45 WIB berdasarkan Akta
Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 78/PAN.MK/2015 dan dicatat dalam
Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor 133/PHP.BUP-
XIV/2016 pada tanggal 4 Januari 2016, yang dalam persidangan Pemeriksaan
Pendahuluan pada hari Kamis, 07 Januari 2016, Pemohon kembali mengajukan
Perbaikan Permohonan bertanggal 7 Desember 2015, yang mengemukakan hal-

hal sebagai berikut:

. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara
hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai
dibentuknya badan peradilan khusus;

b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan
perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Manggarai Barat tahun 2015,dan Permohonan pembatalan Rekapitulasi
Perhitungan suara Ulang yang dilakukan Termohon pada tingkat
kecamatan Ndoso Manggarai Barat tahun 2015;

c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Mahkamah
Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan
penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil
Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil
Walikota Tahun 2015;

d. Bahwa oleh karena permohonan PEMOHON tidak saja mengenai keberatan
dan pembatalan hasil Penetapan Perhitungan suara Pemilihan calon Bupati

dan calon Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2015, akan
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tetapi meliputi juga pelanggaran-pelangaran yang lainnya dalam
penyelenggaraan Pemilukada yang dilakukan secara sistematis, terstruktur
dan masif yang sifatnya konstitusional, yang dapat merusak sendi-sendi
demokrasi, maka sesuai dengan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai
pengawal konstitusi yang di dalamnya terdapat jaminan tegaknya
demokrasi, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan
memutuskan palanggaran-pelanggaran yang dilakukan TERMOHON dalam
menyelenggarakan Pemiliihan calon Bupati dan calon Wakil Bupati

Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2015.

Il. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1.

Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan
Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara
dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota;

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Manggarai Barat No.21 / Kpts / KPU-Kab / Kota-018.434062 / 2015 tentang
Penetapan pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati menjadi Peserta
Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat,sebagai
berikut:

Calon Bupati Calon Wakil Bupati
Drs.Gasa Maximus,M.Si H.Abdul azis M.Pd.i
Drs. Agustinus Ch.Dula Drh.Maria Geong,Ph.D
Mateus Hamsi,S.sos Paul Serak Baut,M.si
Ir.Pantas Ferdinandus,M.Si Yohanes Dionisius Hapan
Tobias Wanus Fransiskus Sukmaniara

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum  Kabupaten
Manggarai Barat Nomor:22/Kpts/KPU-KAB-018.434062/PILBUP/2015
tentang Penetapan nomor urut para calon Bupati dan wakil Bupati Tahun
2015, yaitu:
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Pasangan Calon bupati / wakil bupati Nomor Urut

Drs. Agustinus Ch.Dula / Drh.Maria Geong

Tobias Wanus / Fransiskus Sukmaniara

Mateus Hamsi, S.sos / Paul Serak Baut,M.si

Ir.Pantas Ferdinandus,M.Si / Yohanes Dionisius Hapan
Drs.Gasa Maximus,M.Si / H.Abdul azis M.Pd.i

A B W N =

. Bahwa Pemohon 1 adalah Pasangan calon Nomor urut 3 (tiga), Pemohon
[l adalah pasangan calon Nomor urut 4 (empat), Pemohon Ill adalah
pasangan calon Nomor urut 5 (lima);

. Bahwa Berdasarkan ketentuan pasal 157 ayat (4) UU No 8 tahun 2015
dan pasal 157 ayat ( 6 ) UU No.8 Tahun 2015, Pasal 157 ayat 4 vyaitu:
Peserta pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan
penetapan hasil perhitungan suara oleh KPU Provinsi dan KPU
kabupaten/kota kepada Mahkamah Konstitusi, dan pasal 157 ayat (6)
yaitu: pengajuan permohonan sebagaimana maksud ayat (5) dilengkapi
alat bukti dan keputusan KPU provinsi/kabupaten/kota tentang hasil
Rekapitulasi Perhitungan Suara;

. Bahwa KPU Manggarai Barat (Termohon) melakukan Rekapitulasi
Perhitungan Suara Ulang tingkat Kecamatan Ndoso pada pemilihan
Bupati dan wakil bupati Kabupaten Manggarai Barat tahun
2015,sebagaimana terurai dalam Surat Keputusan Kpu Kabupaten
Manggarai Barat No.41/Kpts/KPU—-kab-018434062/PILBUP/2015 tanggal
15 Desember 2015 dan Berita acara tentang Rekapitulasi suara ulang
kecamatan Ndoso Nomor;

. Bahwa tidak ada satupun aturan atau ketentuan perundang undangan
yang memberi wewenang kepada Termohon untuk melakukan
Rekapitulasi perhitungan suara ulang bila kotak suara dan surat suara
terbakar;

. Bahwa Rekapitulasi Perhitungan suara ulang tingkat kecamatan ndoso
tetap dilakukan oleh Termohon walau Sebagian besar Kotak suara

beserta surat surat suara Pemilukada dan surat lainya yang tersimpan
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dalam kotak suara di kecamatan ndoso telah hangus terbakar pada saat
kerusuhan di kantor PPK kecamatan Ndoso, Manggarai Barat;

Bahwa hasil Rekapitulasi Perhitungan suara ulang tingkat kecamatan
Ndoso,menurut Hitungan Termohon perolehan suara para calon yang
walau tidak didasari dengan surat suara karena sebagian besar surat

suara hangus terbakar dalah sebagai berikut:

No Nama Pasangan Calon Perolehan Suara

1. | Pasangan Nomor Urut 1 1634

2. | Pasangan Nomor Urut 2 146

3. | Pasangan Nomor Urut 3 (Pemohon I) 834

4. | Pasangan Nomor Urut 4 (Pemohon II) 2753

5. | Pasangan Nomor Urut 5 (Pemohon Ill) 4215
Jumlah Suara 9.582

Sedangkan menurut hitungan Para Pemohon perolehan suara para calon
sebagai berikut:

No. Nama Pasangan Calon Peéﬁfrr;an
1. | Pasangan Nomor Urut 1 465
2. | Pasangan Nomor Urut 2 90
3. | Pasangan Nomor Urut 3 (Pemohon 1) 347
4. | Pasangan Nomor Urut 4 (Pemohon Il ) 810
5. | Pasangan Nomor Urut 5 (Pemohon lll ) 7870
Jumlah Suara 9.582

10.Bahwa Perbedaan hasil hitungan suara para Pemohon dengan hasil

11.

hitungan Termohon tidak bisa dibuktikan kebenaranya menurut undang
undang, karena sebagian besar kotak suara beserta surat suaranya sudah

terbakar habis;

Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 juncto Pasal 6 ayat (1)
PMK 1/2015, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan
Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/
Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota oleh
KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota,dengan ketentuan sebagai berikut.
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Untuk Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Perbedaan Perolehan Suara
berdasarkan Penetapan Perolehan

No. Jumlah Penduduk Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP

Kabupaten/Kota
1. | =250.000 2%
2. | >250.000-500.000 1,5%
3. | >500.000-1.000.000 1%
4. | >1.000.000 0,5%

12.Bahwa Jumlah penduduk Kabupaten Manggarai Barat adalah 253.486 (dua
ratus lima puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh enam) jiwa.

13.Bahwa Penetapan Perolehan hasil suara pemilihan dari 5 (lima) pasangan
calon Bupati dan wakil bupati yang dilakukan Termohon untuk tingkat
kabupaten termasuk didalamnya tindakan Termohon yang tanpa wewenang
yang diberikan oleh Perundang undangan yang berlaku, melakukan
Rekapitulasi suara ulang untuk tingkat kecamatan Ndoso walau Kotak suara
dan surat suaranya sebagian besar terbakar adalah sebagai berikut:

No. Nama Urut Pasangan Calon Perolehan Suara

1. | Pasangan Nomor Urut 1 29.358

2. | Pasangan Nomor Urut 2 15.250

3. | Pasangan Nomor Urut 3 ( pemohon | ) 23.456

4. | Pasangan Nomor Urut 4 ( pemohon II) 22.564

5. | Pasangan Nomor Urut 5 ( pemohon lll') 24.745
Jumlah Suara 115,373

Sedangkan menurut hitungan para pemohon,perolehan suara tingkat
kabupaten termasuk suara dari kecamatan Ndoso yang surat suaranya
sebagian besar terbakar adalah sebagai berikut:

No Nama urut Pasangan Calon Perolehan Suara

1. | Pasangan Nomor Urut 1 28 112

2. | Pasangan Nomor Urut 2 15 493

3. | Pasangan Nomor Urut 3 (Pemohon I) 22 821

4. | Pasangan Nomor Urut 4 (Pemohon II) 20512

5. | Pasangan Nomor Urut 5 (Pemohon lll) 28 435
Jumlah Suara 115.373

14.Bahwa Perolehan suara terbanyak pertama menurut hitungan Termohon
termasuk suara dari hasil Rekapitulasi suara ulang untuk kecamatan Ndoso

yang kotak suara dan surat suaranya sebagian besar habis terbakar namun
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tetap dilakukan oleh Termohon walaupun tanpa wewenang yang diberikan
oleh perundang-undangan yang berlaku, adalah calon Nomor urut 1 atas
nama pasangan: Agustinus Ch Dula dan Maria Geong dengan total suara:
29.358, dan perolehan suara terbanyak kedua adalah calon nomor urut 5: Ir.
Ferdinandus Pantas dan Yohanes D. Hapan dengan total suara: 24.745,
sedangkan menurut hitungan para pemohon bahwa perolehan suara
terbanyak pertama termasuk suara dari Kecamatan Ndoso adalah Calon
nomor urut 5 (Pemohon lll) atas nama Ir.Ferdinandus Pantas dan Yohanes
D. Hapan dengan Total suara 28.400, sedangkan perolehan suara
terbanyak kedua adalah Calon nomor urut 1 Agustinus Ch. Dula dan Maria
Geong= 28.112;

15.Bahwa wewenang Termohon yang melakukan Rekapitulasi suara ulang
untuk kecamatan Ndoso yang sebagian besar kotak suara beserta surat
suara didalamnya terbakar adalah bukan atas perintah undang undang
Pemilukada maupun perundang undangan lainya,namun hasil rekapitulasi
suara ulang dikecamatan Ndoso tersebut termasuk bagian dari suara yang
dijadikan penetapan perolehan suara hasil PEMILUKADA oleh
Termohon,dengan demikian menurut pemohon, hasil penetapan perolehan
suara yang dilakukan Termohon tidak bisa dijadikan dasar untuk mengukur
selisih prosentasi suara sebagaimana maksud pasal Pasal 158 ayat (2) UU
8/2015 juncto Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015;

16.Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon
memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan
pembatalan Keputusan KPUD Kabupaten Manggarai Barat Nomor 41/Kpts/
KPU-KAB-018.434062/PILBUP/2015 tentang Rekapitulasi Perhitungan
suara ulang tingkat kecamatan Ndoso pada Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Tahun 2015 dan keputusan KPU Manggarai Barat Nomor :
42/Kpts/KPU-KAB-018.434062/PILBUP/2015 tentang Penetapan
Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015
bertanggal 17 Desember 2015 pukul 17.00 WITA.
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TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1.

Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5)UU 8/2015 juncto Pasal 5 ayat (1)
PMK 1/2015, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat
diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua pulu
hempat jam) sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil
pemilihan oleh KPU/KIPProvinsi/Kabupaten/Kota;

Bahwa Keputusan Termohon Nomor 42/Kpts/KPU-KAB-
018.434062/PILBUP/2015, tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil
Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat
ditetapkan tanggal 17 Desember 2015 Pukul 17.00 WIT;

Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Keberatan Dan
Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai
Barat Nomor: 41/Kpts/KPU-KAB-018.434062/PILBUP/2015 tentang
Rekapitulasi Perhitungan suara ulang tingkat kecamatan Ndoso pada
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 dan keputusan KPU
Manggarai Barat Nomor: 42/Kpts/KPU-KAB-018.434062/PILBUP/2015
tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Tahun 2015 bertanggal 17 Desember 2015 pukul 17.00 WITA pada
tanggal 21 Desember 2015, dengan akta Permohonan Nomor:
78/PAN.MK/2015 Pukul 15.45 WIB dengan demikian, Permohonan yang
diajukan oleh Para Pemohon masih dalam jangka waktu yang ditentukan oleh
Undang-Undang. Oleh karena itu, pengajuan permohonan yang diajukan

oleh Para Pemohon tersebut adalah sah menurut hukum;

IV. POKOK PERMOHONAN
A.Para Pemohon

1. Bahwa Para Permohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Derah dalam Pemilukada Kabupaten Manggarai Barat
Tahun 2015 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Manggarai Barat No.21/Kpts/KPU-Kab/Kota-
018.434062/ 2015 tentang Penetapan pasangan Calon Bupati dan wakil
Bupati menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten
Manggarai Barat (Bukti P-1)
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Pasangan Calon Bupati /Wakil Bupati Keterangan
Drs. Gasa Maximus,M.Si / H.Abdul azis M.Pd.i Pemohon ||
Drs. Agustinus Ch.Dula / Drh.Maria Geong
Mateus Hamsi,S.sos / Paul Serak Baut,M.si Pemohon |
Ir.Pantas Ferdinandus,M.Si/ Yohanes / Yohanes D

Pemohon IlI

Hapan
Tobias Wanus / Fransiskus Sukmaniara

2. Bahwa pemohon | ,Pemohon Il , Pemohon lll ,adalah calon bupati dan
wakil bupati Kabupaten Manggarai Barat, berdasarkan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor:
22/Kpts/KPU-KAB-018.434062/PILBUP/2015 beserta lampiranya
tentang Penetapan Nomor Urut Para Calon Bupati dan Wakil Bupati
tanggal 25 Agustus 2015 maka Posisi para Pemohon adalah sebagai
berikut (Bukti P-2)

Pasangan Calon bupati / wakil bupati l:lJ(::r][or Keterangan
Drs. Agustinus Ch.Dula / Drh.Maria Geong 1
Tobias Wanus / Fransiskus Sukmaniara 2
Mateus Hamsi,S.sos / Paul Serak Baut,M.si 3 Pemohon |
Drs.Gasa Maximus,M.Si / H.Abdul azis M.Pd.i 4 Pemohon Il
Ir.Pantas Ferdinandus,M.Si / Yohanes 5 Pemohon
Dionisius Hapan 1l

3. Bahwa Pemohon | adalah Pasangan calon Nomor urut 3 (tiga)
Pemohon Il adalah pasangan calon Nomor urut 4 (empat), Pemohon
[l adalah pasangan calon Nomor urut 5 (lima).

Pokok pokok permohonan:

1. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kecamatan ndoso dan
Panitia Pengawas kecamatan Ndoso (Panwascam) melakukan
Pelanggaran Pemilu saat Pelaksanaan Rekapitulasi Perhitungan
suara di kantor PPK Kecamatan Ndoso Pada tanggal 11
Desember 2015, dengan cara sebagai berikut:

a. PPK kecamaan Ndoso melakukan Rekapitulasi Perhitungan
suara dengan tanpa mengundang saksi dari Pasangan Calon

(Paslon) No.urut 2 Paslon No.urut 3 (pemohon |) Paslon
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No.urut 4 (Pemohon Il) Paslon No urut 5 (pemohon lll),dan
saksi Paslon yang diundang hanya calon nomor urut 1

b. Bahwa Meskipun hanya saksi dari Paslon No.1 saja yang hadir,
Panwascam membiarkan PPK Kecamatan Ndoso terus
melakukan  perhitungan Rekapitulasi suara di kecamatan

Ndoso

Bahwa tindakan PPK dan Paswascam Kecamatan Ndoso tersebut
melanggar Pasal 8 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum
No. 11 tahun 2015/ 2015 dan pasal 8 ayat (3 ) PerBawaslu No 14
tahun 2015, yaitu: Pasal 8 PKPU No0.11/2015 : Ketua PPK wajib
menyampaikan surat undangan kepada peserta rapat Rekapitulasi
Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (1) paling lambat 1 (satu) hari sebelumnya dan bunyi Pasal 8
ayat (3) Perbawaslu No 14 tahun 2015 yaitu: Panwas Kecamatan
memastikan Ketua PPK menyampaikan surat undangan kepada
saksi, Panwas Kecamatan, PPS dan Sekretariat PPS paling lambat 1

(satu) hari sebelum pelaksanaan rapat Rekapitulasi.

2. Terjadinya Kerusuhan saat rekapitulasi di Kecamatan Ndoso PPK
dan Panwas Kecamatan Ndoso tidak netral dan tidak independen,
sehingga memicu kerusuhan yang berakibat terbakarnya kotak suara
beserta surat surat suara dan surat surat lainya,dan sangat
merugikan para pemohon akibat terbakarnya surat suara sebagai
alat uji yang sangat menetukan dalam membuktikan kebenaran
sesuai ketentuan aturan Pemilu kada yaitu:

a. Bahwa ketika perhitungan Rekapitulasi suara di Kecamatan
Ndoso sedang berlangsung, datang saksi dari Pemohon Il yang
bernama Frans Dima (Bukti P-3) dan bersama masyarakat
mengajukan permohonan kepada pihak PPK Kecamatan ndoso
agar kegiatan Rekapitulasi di ulang kembali, karena saksi saksi
dari ke empat Paslon Bupati belum hadir dan belum diberi
undangan oleh PPK,namun PPK tidak menghiraukan
permohonan Frans Dima dan masyarakat, dan lebih

mendengarkan perintah dari seorang anggota DPRD yang

Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
JI. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



13

bernama Marsel Jeramun yang juga adalah Tim sukses/
kampanye dari Paslon No 1 untuk terus melakukan rekapitulasi (
bukti P - 4)

Bahwa tindakan PPK Kecamatan Ndoso yang menolak permintaan
dari saksi Pemohon Ill dan masyarakat adalah sebagai pelanggaran
pemilu kada yaitu UU No.8 tahun 2015 pasal 115 huruf f dan PKPU
No 11 tahun 2015 pasal 56 ayat (1) huruf e yang isinya sebagai
berikut:
Pasal 115 huruf (f) UU Nomor 8 tahun 2015: Rekapitulasi hasil
perhitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/kota dan KPU
propinsi dapat di ulang jika keadaan sebagai berikut: huruf (f) : saksi
pasangan calon,pengawas penyelenggara pemilu,pemantau dan
masyarakat tidak dapat menyaksikan proses rekapitulasi hasil
perhitungan suara dengan jelas,dan pasal 56 huruf (¢) PKPU No 11
tahun 2015 isinya : Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di
PPK,KPU Kabupaten /kota dan KPU propinsi dapat di ulang jika
keadaan tertentu sebagai berikut : huruf (e) : saksi,pengawas
pemilihan dan masyarakat tidak dapat menyaksikan proses
rekapitulasi hasil perhitungan suara dengan jelas
Bahwa karena PPK terus melakukan perhitungan rekapitulasi dan
panwascam membiarkan kegiatan tersebut berlangsung maka
masyarakat yang ada diluar kantor PPK kecamatan Ndoso
melampiaskan amarahnya dengan melempar kaca kaca kantor dan
pada akhirnya terjadilah kerusuhan Massa
b. Bahwa Kemarahan Masyarakat semakin menjadi jadi ketika
mendapatkan informasi bahwa ada pengakuan dari masyarakat di
beberapa kampung yang mendapat uang dari Tim sukses paslon
No urut | untuk memilih Paslon Nomor urut | (Bukti P-5 dan Bukti
P-5a)
3. Kotak Suara dan Surat Suara terbakar
Bahwa sesuai ketentuan dalam PKPU No 6 tahun 2015 pasal 7 ayat
(2) Bahwa kotak suara yang digunakan dalam pemilihan gubernur

dan wakil gubernur yang dilaksanakan tidak bersamaan dengan
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pemilihan bupati dan wakil bupati berjumlah 1 buah pada setiap TPS
dan pasal 7 ayat (6): kotak suara yang digunakan untuk menyimpan
rekapitulasi perhitungan suara pemilihan bupati dan wakil bupati

ditingkat kecamatan 1 (satu) buah.

Bahwa sesuai ketentuan diatas jumlah Kotak suara di PPK

Kecamatan ndoso adalah 41 (empat puluh satu) buah.

Bahwa sesuai Temuan Panwas Kecamatan Ndoso tanggal 14
Desember 2015 bahwa kotak suara yang terbakar berjumlah 32 (tiga
puluh dua) buah. Dengan demikian kotak suara yang tidak terbakar
berjumlah 9 buah (bukti P—6)

Bahwa menurut ketua PPK kecamatan Ndoso Kotak suara yang tidak
terbakar adalah 12 buah, dan diantara 12 buah kotak tersebut ada 4
kotak yang gembok dan segelnya masih utuh (Bukti P-7) ,sementara
faktanya kotak suara yang yang ditunjukan oleh Termohon tanggal
16 Januari 2015 pada saat Rekapitulasi ulang Kecamatan Ndoso
adalah 13 buah, dan kondisinya ada yg bergembok tapi tidak ada
segel, ada juga yang tdak bergembok dan ada yang penyok. Kotak-
kotak suara sebanyak 13 buah tersebut disita oleh Polres Manggarai

Barat sebagai barang bukti.

Bahwa Panwascam Ndoso maupun Panwas Kabupaten Manggarai
Barat tidak membuat telaah atau rekomendasi apapun kepada KPU/
Termohon terkait kotak kotak suara yang jumlahnya 13 buah
tersebut, padahal dengan jelas melihat kondisinya sudah tidak sesuai
ketentuan UU pilkada maupun PKPU No.11/2015.

4. PPK Kecamatan Ndoso tidak bersedia melakukan Perhitungan
Rekapitulasi Suara Ulang di Kecamatan Ndoso
Bahwa PPK Kecamaatan Ndoso tidak bersedia melakukan
Perhitungan Rekapitulasi Suara Ulang untuk Kecamatan Ndoso,
karena dokumen telah dibakar masa dan tinggal beberapa saja yang
tersisa (bukti P-8) Bahwa akibat PPK Kecamatan Ndoso tidak
bersedia melakukan Perhitungan Rekapitulasi Suara Ulang untuk

Kecamatan Ndoso, yang antara lain karena dokumen telah dibakar
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masa dan tinggal beberapa saja yang tersisa maka TERMOHON
memberhentikan PPK kecamatan Ndoso (bukti P -9) dan mengambil

alih wewenang PPK

5. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai
Barat Nomor: 41/Kpts/KPU-KAB-018.434062/PILBUP/2015tentang
Rekapitulasi Perhitungan suara ulang tingkat kecamatan Ndoso
pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015,tanggal 14
desember 2015 adalah pelanggaran Pemilu Kada. (Bukti P-10),

karena:

Bahwa pada pasal 1 dari SK No.41/Kpts/KPU-KAB-018.434062/
PILBUP/2015 disebutkan bahwa intinya: rekapitulasi hasil
perhitungan suara ulang tingkat Kecamatan Ndoso sesuai amanat
pasal 57-58 PKPU No.11 Tahun 2015.

Bahwa didalam pasal 57-58 PKPU No.ll tahun 2015 tidak ada
ketentuan tentang Rekapitulasi suara ulang terhadap surat suara

yang terbakar.

Bahwa di dalam Pasal 57-58 PKPU No.l tahun 2015 hanya
mengatur tentang antara lain: rekapitulasi ulang dilakukan karena
ada kerusuhan, akan tetapi tata cara pelaksanaan rekapitulasi ulang
suara untuk tingkat kecamatan tetap mengacu kepada ketentuan
PKPU No.11 Tahun 2015 pasal 10 ayat (2) huruf (c) yaitu Pasal 10
ayat 2: Perlengkapan rapat rekapitulasi perhitungan suara
sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas: Huruf (c): kotak
suara tersegel yang berisi dokumen pemungutan dan perhitungan
suara di TPS

pasal 15 ayat (5) huruf (b) dan huruf (c) yaitu: PPK melakukan
Rekapitulasi hasil perhitungan suara sebagaimana dimaksud pada
ayat 1 huruf a dengan langkah sebagai berikut: huruf (b) membuka
kotak suara tersegel sebagaimana pasal 10 ayat (2) huruf (c)

Bahwa pada pasal 3 dari SK No.41/Kpts/KPU-KAB-018.434062/
PILBUP/2015 yang dibuat Termohon di atas, Termohon membuat

tata cara/prosedural Perhitungan Rekapitulasi ulang untuk tingkat
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Kecamatan Ndoso hanya berdasarkan kemauanya Termohon,
karena tanpa ada perintah dari undang undang manapun. (Bukti P-
10)
Bahwa menurut KPU Provinsi melalui surat Nomor: 1296/KPU
Prop-018/2015 tertanggal 14 Desember 2015 perihal arahan, pada
poin 6 mengatakan: agar Pelaksanaan Rekapitulasi dimaksud
mengacu pada peraturan KPU No.11/2015, akan tetapi Termohon
dengan tanpa dasar hukum yang berlaku, membuat tata cara
sendiri sebagaimana yang terurai dari pasal 3 dalam SK pada bukti
P.10 tersebut di atas.
Bahwa tindakan Termohon yang tanpa wewenang yang
berdasarkan undang undang yang berlaku namun berani membuat
peraturan baru tentang Perhitungan Hasil rekapitulasi suara ulang
tingkat Kecamatan Ndoso karena surat suara terbakar adalah
suatu pelanggaran serius dalam pemilu kada dan tidak bisa
dibenarkan oleh karena itu harus dibatalkan oleh Mahkamah
Konstitusi

6. Keberatan saksi Para Pemohon diabaikan oleh Termohon dan
Panwas kecamatan Ndoso
Bahwa pada saat sebelum dimulainya Termohon melakukan
perhitungan Rekapitulasi suara ulang tingkat Kecamatan Ndoso
tanggal 16 Desember 2015 di kantor KPU Manggarai Barat, saksi
Pemohon |, Pemohon Il dan pemohon Il mengajukan keberatan
kepada Termohon dan meminta untuk menghentikan perhitungan
Rekapitulasi ulang karena tidak ada dasar hukumnya, dan kondisi
kotak suara yang hanya ada 13 dari seharusnya 40 kotak, serta
kondisi dari 13 kotak suara tersebut ada yang tidak bergembok, serta
ada yang sudah terbuka. Untuk suatu kepastian hukum, saksi para
pemohon bertanya kepada Termohon terkait apa yang akan dijadikan
dasar pembuktian yang benar bila mana ada perselisihan atau
perbedaan suara, karena satu satunya alat bukti yang akurat adalah
surat suara yang ada dalam kotak suara, sementara sebagian besar

kotak suara beserta surat suara didalamnya sudah terbakar .

Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
JI. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



17

Bahwa keberatan para saksi pemohon tersebut tidak dihiraukan oleh

Termohon serta dibiarkan oleh Panwas Kecamatan Ndoso

Bahwa dasar keberatan saksi pemohon adalah UU Nomor 8 tahun
2015 tentang Pilkada, Pasal 117 ayat (1) dan Pasal 118 yaitu:

Pasal 117 ayat (1): dalam hal terdapat perbedaan jumlah suara pada
sertifikat hasil perhitungan suara dari TPS dengan sertifikat hasil
perhitungan yang di terima PPK dari TPS, saksi pasangan calon
tingkat kecamatan dan saksi calon di TPS, Panwas kecamatan atau
PPL maka PPK melakukan perhitungan suara Ulang untuk TPS yang
bersangkutan, dan Pasal 118: Perhitungan suara Ulang TPS
sebagaimana di maksud dalam pasal 117 ayat (1) dilakukan dengan

cara membuka kotak suara yang hanya di lakukan di PPK.

Bahwa Termohon tetap melanjutkan Rekapitulasi ulang tingkat
kecamatan Ndoso dengan berpedoman pada tata cara yang
dibuatnya sendiri dalam pasal 3 SK No.41/Kpts/KPU-KAB-
018.434062/PILBUP/ 2015, (Bukti P-10)

Bahwa oleh karena pelaksanaan perhitungan rekapitulasi ulang
untuk tingkat Kecamatan Ndoso tidak sesuai perundang undangan

yang berlaku, para saksi pemohon meninggalkan ruangan.

7.  Termohon Mengakui melakukan Pelanggaran Hukum
Bahwa pada saat Termohon melakukan kegiatan Rekapitulasi
Perhitungan Suara tingkat kabupaten pada tanggal 17 Desember
2015 bertempat di kantor KPUD Mangarai Barat,dihadapan
masyarakat yang hadir,serta para saksi dan Panwas
Kabupaten,serta utusan dari Bawaslu Propinsi NTT serta Bawaslu
pusat (Jakarta), saksi dari pemohon 1 bertanya kepada kepada
Termohon tentang apa dasar hukum Termohon melakukan
Perhitungan Rekapitulasi suara ulang tingkat kecamatan ndoso
dengan tanpa ada kotak suara yang lengkap untuk 40 TPS, atas
pertanyaan saksi dari pemohon I, Termohon dengan jujur dan tegas
menyampaikan bahwa Tindakan Termohon melakukan Rekapitulasi

Perhitungan suara ulang untuk kecamatan ndoso dengan tanpa
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kotak suara dan surat suara yang lengkap karena telah terbakar
adalah pelanggaran hukum karena melanggar prosedural sesuai
ketentuan perundang undangan. Menurut Termohon seharusnya
pada saat rekapitulasi ulang tingkat kecamatan ndoso ,terlebih
dahulu membuka kotak suara untuk mengambil formulir C-1 Plano
dan dokumen lainya, namun untuk mengejar jadwal yang telah
ditentukan Termohon tetap melanjutkan perhitutungan walau
melanggar hukum/Prosedural hukum, Pengakuan Termohon tersebut
tersimpan baik dalam rekaman video dan hasil transkrip yang di
jadikan bukti (Bukti P—11).

8. Panwas Kabupaten Manggarai Barat membiarkan Termohon
melakukan Pelanggaran hukum
Bahwa Pengakuan Termohon sebagaimana diuraikan pada poin 5
diatas di lakukan dihadapan Panwas Kabupaten serta Bawaslu
Propinsi NTT serta Bawaslu Pusat (Jakarta) yang hadir saat itu, dan
saksi Pemohon | dan saksi Pemohon I, meminta
Pendapat/keputusan Panwas kabupaten terkait pengakuan
Termohon yang seperti diuraikan pada poin 7 diatas, Panwas
kabupaten tidak menghiraukan keberatan para saksi Pemohon (Bukti
P-11)
9. Perselisihan suara hasil antara Pemohon dan Termohon
Jumlah suara dari 10 kecamatan menurut hitungan KPUD Manggarai
Barat /Termohon (BUKTI P-11A) Tabel 1:
Ul\:zt Boleng Komodo Kuwus Lembor Lembor Macang Mbeliling Ndoso Sana Welak Jumlah
Calon selatan Pacar Nggoang
1 1208 5189 2707 2960 4083 3712 2469 1634 2174 2,222 29358
2 599 1181 491 4977 4351 863 550 146 842 1210 15250
3 1923 6073 1216 2807 1057 2475 2866 834 2803 1402 23456
4 2544 7018 2286 1402 1065 2383 558 2753 593 1562 22564
5 1967 2651 5042 2794 258 5028 208 4215 492 2090 24745
9241 22112 11742 14940 10854 14462 6651 9582 6904 8,886 115,373
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Jumlah suara dari 10 kecamatan menurut hitungan pemohon Tabel 2:

U’\:St Boleng | Komodo | Kuwus | Lembor | Lembor Macang Mbeliling Ndoso Sana Welak Jumlah
Calon selatan Pacar Nggoang
1 1208 5189 2707 2960 4083 3712 2469 465 2174 2,222 28112
2 599 1181 491 4977 4351 863 550 90 842 1210 15493
3 1923 6073 1216 2807 1057 2475 2866 347 2803 1402 22821
4 2544 7018 2286 1402 1065 2383 558 810 593 1562 20512
5 1967 2651 5042 2794 258 5028 208 7870 492 2090 28435
9241 22112 11742 14940 10854 14462 6651 9582 6904 8,886 115,373

Bahwa dari tabel | diatas menurut hitungan TERMOHON calon nomor urut 1
(Agustinus Ch. Dula & Maria Geong) yang mendapat suara terbanyak dengan total
suara dari 10 kecamatan= 29.358 suara, dan calon nomor urut 5 (Pemohon III)
menempati suara terbesar kedua= 24.745

sedangkan dari tabel 2 diatas menurut hitungan pemohon calon nomor urut 5
(ir.Pantas Ferdinandus & Yohanes D Hapan) yang mendapat suara terbanyak

yaitu= 28.435 sedangkan calon nomor urut 1= 28.112.

Bahwa dari perhitungan diatas mestinya Termohon menetapkan Pemohon Il atas
nama Ir.Pantas ferdinandus dan Yohanes D hapan sebagai pemilik suara

terbanyak dalam pemilu kada Manggarai Barat 2015

Bahwa dari Hitungan pemohon dan Termohon yang berbeda hanya perolehan
suara di Kecamatan Ndoso, yaitu menurut hitungan Termohon: perolehan suara
untuk masing masing calon di kecamatan Ndoso adalah: Bukti tabel 1 di bawah ini
(Bukti P-12)
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Perhitungan Menurut Termohon

No.
Urut
Calon Golo | Golo | Golo | Golo | Kasong | Lumut | Momol | Ndoso | Pateng | Pong | Raka | Teehong | Tentang | Wae | Waning Jumlah
Bore | Keli | Poleng | Bua Lesu | Narang Buka Akhir
1 24 90 74 25 172 72 189 266 93 74 87 75 236 112 95 1634
2 4 2 3 17 0 3 3 3 1 8 11 53 6 4 28 146
3 35 36 6 87 47 128 84 28 5 76 35 50 71 111 85 834
4 245 | 175 84 190 32 145 87 88 43 285 234 276 783 71 65 2753
5 279 | 297 218 413 174 346 288 327 204 102 229 269 422 195 502 4215
587 | 600 385 732 425 694 461 712 346 545 596 723 1518 493 775 9582
Brodt Nama Nama Desa Di Kecamatan Ndoso
Calon Golo | Golo | Golo | Golo | Kasong | Lumut | Momol | Ndoso | Pateng | Pong | Raka | Teehong | Tentang | Wae | Waning Jumlah
Bore | Keli | Poleng | Bua Lesu | Narang Buka Akhir
1 14 3 4 24 72 61 9 36 93 14 6 18 16 40 95 465
2 4 0 3 17 0 3 3 B 1 7 10 6 5 0 28 90
3 11 6 6 40 10 28 14 28 5 26 21 26 10 31 85 347
4 25 35 4 60 22 45 17 58 43 273 33 76 23 31 65 810
5 533 | 556 368 591 321 557 408 587 204 225 526 597 1464 391 502 7870
587 | 600 385 732 425 694 461 712 346 545 596 723 1518 493 775 9582
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sehingga menurut Termohon total sura di kecamatan ndoso untuk

masing masing calon sesuai nomor urut Paslon :

No Nama Pasangan Calon Perolehan Suara

17 Pasangan Nomor Urut 1 1634

2. Pasangan Nomor Urut 2 146

3. Pasangan Nomor Urut 3 (Pemohon [) 834

4. Pasangan Nomor Urut 4 (Pemohon Il) 2753

5. Pasangan Nomor Urut 5 (Pemohon Ill) 4215
Jumlah Suara 9.582

Sedangkan menurut hitungan Pemohon adalah

No Nama Pasangan Calon Perolehan Suara

1. | Pasangan Nomor Urut 1 465

2. | Pasangan Nomor Urut 2 90

3. | Pasangan Nomor Urut 3 (Pemohon I) 347

4. | Pasangan Nomor Urut 4 (Pemohon ) 810

5. | Pasangan Nomor Urut 5 (Pemohon Ill) 7870
Jumlah Suara 9.582

Perbedaan hitungan Termohon dan para Pemohon untuk suara di

Kecamatan Ndoso hanya terjadi di 13 Desa, dari 15 desa yang ada di

kecamatan Ndoso, kecuali Desa Waning (3 TPS) dan Pateng Lesu (2

TPS) jumlah suara antara perhitungan Termohon dan Pemohon

adalah sama. Bahwa perhitungan Pemohon terkait perolehan suara
di 13 desa dengan 35 TPS adalah berdasarkan bukti (P-13, P-13A
,P-13B,13D, 13 E sampai dengan bukti P-25H) Tabel.1:

Perolehan Suara Sesuai Nomor Urut Calon
Nama desa Nama TPS 1 2 3 4 5 s:;r]a
T | Golo Bore 1 | TODO 0 | 6 | 21 | 205 237
2 | TENGAR 9 4 5 4 328 350
2 14 4 11 25 533 587
2 | Golo Keli 1 | RACA - - 2 28 416 446
2 | KAKOR 3 - 4 7 140 154
2 3 - 6 35 556 600
3 | Golo Poleng
1 | SIRIMESE 4 3 6 4 368 385
1 4 3 6 4 368 385
4 | GoloRu'a 1 | PACI - 3 0 | 38 | 243
2 | LARENG 4 5 7 2 242 260
3 | KUBUR 20 9 33 20 106 188
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3 24 | 17 | 40 | 60 [ 591 732

5 | Kasong 1 | LANDO 44 - 10 | 14 | 186 254
2 | KASONG 28 - 0 8 135 171

2 72 - 10 | 22 | 321 425

6 1 | REWAS 27 | 2 5 | 21 | 171 226
Lumut 2 fé)vl\_/(E) 3 1 | 10|11 ] o8 123

3 | KOLONG 31 - 8 128 171

4 | LUMUT - - 5 160 174

4 61 3 | 28 | 45 | 557 694

! Momol ! \I\IAVg/LAJNG T3 |88 2 249
2 | SANO 2 - 5 9 186 202

2 9 3 | 14 | 17 | 408 451

8 1 | NDOSO 5 - 9 155 173
Ndoso 2 | DERU 5 | 2 20 | 271 300

3 | RAWUK 9 14 | 15 | 135 174

4 | RAI 17 - 8 | 14 26 65

4 36 | 3 | 28 | 58 | 587 712

O |Patenglesu |4 | OO 0 G 3| 1| 3| 19| 1903 219
2 | PATENG 50 - 2 | 24 51 127

2 53 | 1 5 | 43 | 244 346

10 | Pong Narang | 1 | PUREK 3 5 65 165 247
2 | WAR 4 | 14 | 200 | 25 248

3 | WELA - - 7 8 35 50

3 14 | 7 | 26 | 273 | 225 545

11 | Raka 1 | RAKA 2 29 | 191 230
2 | WELU 4 - 150 163

3 | PAJO - 8 6 185 203

3 6 10 | 21 | 33 | 526 596

12 | Tehong 1 | TEHONG 4 3 3 22 | 193 225
2 | SUMAR - - 6 | 35 | 197 238

3 | KALO 14 | 3 | 17 | 19 | 207 260

3 18 | 6 | 26 | 76 | 597 723

13 | Tentang 1 | TENTANG 3 6 4 718 740
2 | PORA - 4 6 449 461

3 | PUNTU 5 2 0 | 13 | 297 317

3 16 | 5 | 10 | 23 | 1.464 | 1.518

14 | Wae Buka 1 | METANG 3 - 7 6 118 134
2 | SOWANG 29 - 17 | 20 | 100 166

3 | RAJA 8 - 7 5 173 193

3 40 - 31 | 31 [ 3091 493

15 | Waning 1 | BILAS 30 | 11 | 29 | 28 146 244
2 ﬁmg‘e 31 | 14 | 23 | 23 | 175 266
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WANING
3 | BARAT 34 | 3 | 33| 14 | 181 265
3 95 | 28 | 85 | 65 | 502 775

TOTAL

KESELURUHAN | 40 465 | 90 | 347 | 810 | 7.870 | 9.582

Catatan : Desa Pateng Lesu dan Desa Waning yang diberi warna biru angkanya
sama dengan hitungan Termohon

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dari Perbedaan angka
suara di 35 TPS dari 13 desa diatas, diatur dalam pasal 117
ayat | dan pasal 118 wundang undang No.8 tahun 2015
tentang Pilkada, bunyi pasal tersebut selengkapnya yaitu
Pasal 117 ayat (1): dalam hal terdapat perbedaan jumlah
suara pada sertifikat hasil perhitungan suara dari TPS
dengan sertifikat hasil perhitungan yang di terima PPK dari
TPS, saksi pasangan calon tingkat kecamatan dan saksi
calon di TPS, Panwas kecamatan atau PPL maka PPK
melakukan perhitungan suara Ulang untuk TPS yang

bersangkutan, dan

Pasal 118: Perhitungan suara Ulang TPS sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1) dilakukan dengan cara

membuka kotak suara yang hanya di lakukan di PPK.

Bahwa dari 40 kotak suara (40 TPS) di Kecamatan Ndoso,
berdasarkan temuan Panwascam Ndoso, kotak suara yang
terbakar adalah 32 buah (Bukti P-7), dengan demikian kotak
suara yang tidak terbakar adalah 8 kotak, sedangkan
menurut Ketua PPK Kecamatan Ndoso sdr.Yustin ada 12
kotak suara yang utuh dan jumlah kotak suara di PPK Ndoso
ada 43 kotak termasuk 2 kotak milik PPK ndoso. (Bukti P-8)

Bahwa faktanya kotak suara yang tidak terbakar,dan secara
fisik diperlihatkan oleh Termohon saat rekapitulasi ulang oleh

Termohon dan saat ini masih tersimpan di Polres Manggarai
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Barat adalah 13 buah.

Bahwa dari 13 kotak yang ada tersebut,kondisinya tidak lagi
sesuai ketentuan yang berlaku karena keadaanya ada yang
tidak bergembok, dan tidak bersegel, serta tidak diketahui
dengan pasti ke 13 kotak suara yang ada untuk TPS mana

saja dan isinya tidak diketehui.

Bahwa untuk pembuktian yang benar dan tak terbantahkan,
ternadap perhitungan Termohon dan Pemohon terkait
perbedaan perolehan angka suara dari masing masing
Paslon di 35 TPS di Ndoso, adalah melaui Pemungutan
suara ulang di 13 desa yang terdiri dari 35 TPS di kecamatan
Ndoso.

Keputusan KPU Manggarai Barat Nomor:42/Kpts/KPU-KAB-
018.434062/PILBUP/2015 tentang Penetapan Perolehan Suara
Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 bertanggal
17 Desember 2015 pukul 17.00 WITA adalah cacat hukum dan
pelanggaran pemilu kada (BUKTI P-10A)

Bahwa saat dilakukan rapat pleno tingkat kabupaten Manggarai
Barat untuk melakukan rekapitulasi suara tingkat kabupaten,
Termohon telah melakukan pelanggaran pemilukada yaitu:
rekapitulasi suara tingkat kabupaten berasal dari suara yang telah
di rekap dari 10 kecamatan pada saat Termohon melakukan
rekapitulasi 9 kecamatan selain Kecamatan Ndoso, Termohon
melakukan tata cara sesuai ketentuan perundang undangan yang
berlaku. Akan tetapi saat merekap suara dari Kecamatan Ndoso
untuk tingkat kabupaten Termohon melanggar pasalL 21 ayat (1)
PKPU No.11 Tahun 2015, yaitu Pasal 21 (1) KPU/KIP
Kabupaten/Kota melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Suara dalam rapat pleno setelah menerima kotak suara tersegel

dari PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).
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Bahwa dengan sadar Termohon tetap melakukan rekapitulasi
suara dari Kecamatan Ndoso untuk tingkat kabupaten meski telah
melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 21 ayat 1
PKPU No.11 tahun 2015 di atas .

Bahwa tindakan Termohon tersebut diatas adalah pelanggaran
serius pilkada oleh karenanya produk yang dibuat oleh Termohon
melalui SK Nomor:42/Kpts/KPU-KAB-018.434062/PILBUP/2015
tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Tahun 2015 bertanggal 17 Desember 2015 pukul
17.00 WITA harus di batalkan.

11.  Persoalan Money politik

Bahwa berdasarkan keterangan dari warga di Kampung Jeong
desa dunta yaitu sdr Romanus jenadut dkk ( ada 8 orang ) yang
dibuat diatas kertas bermeterai bahwa pada tanggal 2 Desember
2015 diberi uang 200 ribu perorang oleh Tim sukses dari calon
nomor urut 1 ( paslon agustinus Ch Dula & Maria Geong ) dan
disuruh memilih calon nomor urut 1, dan dijanjikan pula bahwa
tanggal 15 desember 2015 akan mendapat tambahan masing
masing 800 ribu perorang,( bukti P -5. ) demikian pula dengan
keterangan dari sdr.hubertus hanu dari kampung waka desa golo
wedong kecamatan kuwus diatas surat bermeterai ,bahwa
mendapat uang sebesar 500 ribu rupiah dari tim sukses calon
Nomor 1 pada tanggal 8 desember untuk untuk memilih calon
nomor 1( bukti P -5A)

Bahwa sesuai Pernyataan sdr marsel jeramun yang adalah Tim
kampanye calon nomor urut 1 yang juga sekaligus anggota DPRD
Manggarai Barat,bahwa telah membagi uang di DAPIL 2
(Kec.Kuwus, Kec.Ndoso, Kec. Macang Pacar) 200 ribu rupiah

perorang untuk memilih calon nomor urut 1 (bukti P.26 dan P-26A)

Bahwa surat pernyatann sdr.marsel jeramun tersebut dibuat saat
tertangkap warga akibat lari dari kantor PPK kecamatan ndoso

yang ikut mempengaruhi PPK kecamatan ndoso saat rekapitulasi.
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Bahwa salah satu pemicu kerusuhan di PPK kecamatan ndoso
adalah ketika sdr.marsel jeramun hadir dalam ruangan PPK saat

berlangsungnya rekapitulasi yang berakibat kerusuhan masa.

Bahwa kemudian sdr.marsel jeramun melaporkan terjadi
penculikan atas dirinya kepada Polres Kabupaten

Manggarai.Sementara menurut kapolres manggarai

barat tidak ada penculikan, yang ada warga membawa marsel
jeramun kekantor panwas kabupaten manggarai barat untuk di
proses lebih lanjut. (bukti p -27)

Bahwa modus Money politik pernah terjadi juga pada tahun 2010
yang dilakukan oleh Tim paket Gusty (Agustinus Ch dula
/sekarang calon bupati nomor urut 1/incumbent ) dan telah di
proses hukum dan dihukum penjara karena telah berkekuatan
hukum tetap yaitu melalui perkara nomor :144/Pid/2010/
PTK.Kupang (Bukti P- .28 )

12. Pelanggaran hak konstitusi pemilih
Bahwa jumlah DPT ( daftar pemilih tetap ) pada pilkada 2015 di
Manggarai Barat adalah 156.460 orang, dan 42.596 orang wajip
pilih di manggarai barat yang tidak bisa ikut pemilu kada 2015 (
bukti P -29 ), karena tidak mendapat undangan ( formulir C.6 ) dari
termohon .
Bahwa bila jumlah 42.596 orang terebut diatas dianggap oleh
termohon sebagai data yang keliru atau data yang tidak up to
date,adalah di ragukan kebenaranya karena sebelum ditentukan
DPT telebinh dahulu dilakukan pemutakiran data yang dilakukan
oleh termohon.
Bahwa pemilih di manggarai barat yang terdaftar dalam DPT
sebagian besar petani yang tidak semuanya memiliki
KTP,sehingga dengan tidak memberikan undangan untuk bisa
memilih di setiap TPS maka warga yang berjumlah 42.596
tersebut tidak bisa ikut memilih.

Bahwa tindakan termohon yang tidak memberikan undangan
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formolir C 6 kepada 42.596 orang untuk bisa mengikuti pilkada
pada tangal 9 desember 2015 adalah pelanggaran pemilu kada,

dan telah merugikan kepentingan para pemohon.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon
memohon agar Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa permohonan Pemohon
dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan tidak sah dan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Manggarai Barat Nomor: 41/Kpts/KPU-KAB-018.434062/
PILBUP/2015 tentang Rekapitulasi Perhitungan suara ulang tingkat
kecamatan Ndoso pada Pemilihan Bupati, karena telah melanggar UU No.8
Tahun 2015 tentang Pilkada;

3. Menyatakan Tidak Sah dan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Manggarai Barat Nomor:42/Kpts/KPU-KAB-
018.434062/PILBUP/2015, tanggal 17 Desember 2015 tentang Penetapan
Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Manggarai Barat;

4. Memerintahkan KPUD Kabupaten Manggarai Barat untuk segera
melaksanakan Pemungutan suara ulang di seluruh TPS di kecamatan ndoso
Manggarai Barat untuk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Kabupaten Manggarai Barat 2015

Atau

apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

(ex aequo et bono).
[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon

telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan
bukti P-27, yang telah disahkan dalam persidangan hari Kamis, 14 Januari 2016,
sebagai berikut:
1 Bukti P- 1 : SK No 21/KPTS/KPU/Kab/018.434062/Pilbup/2015 tentang
penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati

menjadi peserta pemilihan bupati dan wakil bupati
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Bukti P-

Bukti P-

Bukti P-

Bukti P-

Bukti P-

Bukti P-

Bukti P-

Bukti P-

Bukti P-

Bukti P-

Bukti P-

Bukti P-

Bukti P-

5A

9A

10

10A

11
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kab.Manggarai Barat 2015

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai
Barat Nomor: 22/Kpts/KPU-KAB-018.434062 / PILBUP /
2015 beserta lampiranya tentang Penetapan nomor urut
para calon bupati dan wakil bupati tanggal 25 Agustus
2015

Surat mandat untuk frans Dima (Fransiskus Dima) sebagai
saksi dari Paslon nomor urut 5 (Pemohon Ill)

Surat kepada kapolres Manggarai Barat tentang nama
nama Tim kampanye dari calon nomor urut 1.sdr.Marsel
Jeramun salah satu tim kampanye nomor urut 1

Surat pernyataan sdr. Romanus Jenadut (Lomanus
Jednaut) dkk tentang pengakuan terima uang dari tim
calon nomor urut 1

Surat pernyataan sdr. Hubertus Hanu tentang pengakuan
terima uang dari tim calon nomor urut 1

1 buah flashdisk rekaman pembicaraan PPK

1 buah flashdisk Rekaman pembicaraan ketua PPK Ndoso
terkait kotak suara yang tidak terbakar di PPK Ndoso
(Tidak Ada)

Surat Pernyataan PPK kecamatan Ndoso tidak mampu
melakukan rekapitulasi ulang karena surat suara terbakar
Pemberhentian Ppk Ndoso Oleh Kup Mangarai Barat
Arahan dari KPU Provinsi terkait tata cara Rekapitulasi
ulang untuk Kec. Ndoso (pont 6)

SK KPU Nomor : 41/Kpts/KPU-KAB-018.434062/PILBUP/
2015 tentang rekapitulasi penghitungan suara ulang tingkat
Kecamatan Ndoso

SK KPU NO 42/Kpts/KPU-KAB-018.434062/PILBUP/2015
tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan
suara tingkat kabupaten

Flasdisk berisi rekaman pengakuan pelanggaran hukum
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18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Bukti P-
Bukti P-

Bukti P-
Bukti P-
Bukti P-
Bukti P-
Bukti P-
Bukti P-
Bukti P-
Bukti P-
Bukti P-
Bukti P-
Bukti P-
Bukti P-
Bukti P-
Bukti P-
Bukti P-
Bukti P-
Bukti P-
Bukti P-
Bukti P-
Bukti P-
Bukti P-
Bukti P-
Bukti P-
Bukti P-
Bukti P-
Bukti P-
Bukti P-
Bukti P-
Bukti P-

11A
12

13

13A
13B
13C
13D
13E
14

14A
14B
14C
14D
14E
15

15A
15B
16

16A
16B
16C
16D
16E
16F
16G
16H
17

17A
17B
17C
17D
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oleh Termohon dan transkrip
Transkrip pembicaraan KPU Manggarai Barat
Model DA1 KWK tentang hasil rekapitulasi
Kec.Ndoso

C- KWK dari Golo desa Bore

C-1 KWK dari desa Golo Bore
Lampiran C-1 KWK desa Golo Bore
C- KWK dari Golo desa Bore

C-1 KWK dari desa Golo Bore
Lampiran C-1 KWK desa Golo Bore
C- KWK dari Golo keli

C-1 KWK dari desa Golo Keli
Lampiran C-1 KWK desa Golo Keli
C- KWK dari Golo keli

C-1 KWK dari desa Golo (Keli)
Lampiran C-1 KWK desa Golo Keli
C- KWK dari Golo Poleng

C-1 KWK dari desa Golo Poleng
Lampiran C-1 KWK desa Golo Keli
C- KWK dari Golo Rua

C-1 KWK dari desa Golo Rua
Lampiran C-1 KWK desa Golo Rua
C- KWK dari Golo Rua

C-1 KWK dari desa Golo Rua
Lampiran C-1 KWK desa Golo Rua
C- KWK dari Golo Rua

C-1 KWK dari desa Golo Rua
Lampiran C-1 KWK desa Golo Rua
C —KWK desa Kasong

C1 KWK desa Kasong

Lampiran C1 KWK desa Kasong

C —-KWK desa Kasong

C1 KWK desa Kasong

Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
JI. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

ulang



46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

Bukti P-
Bukti P-
Bukti P-
Bukti P-
Bukti P-
Bukti P-
Bukti P-
Bukti P-
Bukti P-
Bukti P-
Bukti P-
Bukti P-
Bukti P-
Bukti P-
Bukti P-
Bukti P-
Bukti P-
Bukti P-
Bukti P-
Bukti P-
Bukti P-
Bukti P-
Bukti P-
Bukti P-
Bukti P-
Bukti P-
Bukti P-
Bukti P-
Bukti P-
Bukti P-
Bukti P-
Bukti P-
Bukti P-
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18
18A
18B
18C
18D
18E
18F
18G
18H
18l
18J
18K
19
19A
19B
19C
19D
19E
20
20A
20B
20C
20D
20E
20F
20G
20H
201
20J
20K
21
21A
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Lampiran C1 KWK desa kasong
C —-KWK desa Lumut

C1 KWK desa Lumut

Lampiran C1 KWK desa lumut
C —-KWK desa Lumut

C1 KWK desa Lumut

Lampiran C1 KWK desa Lumut
C-KWK desa Lumut

C1 KWK desa Lumut

Lampiran C1 KWK desa Lumut
C-KWK desa Lumut

C1 KWK desa Lumut

Lampiran C1 KWK desa Lumut
C-KWK desa Momol

C1 KWK desa momol
Lampiran C1 KWK desa Momol
C —-KWK desa Momol

C1 KWK desa Momol
Lampiran C1 KWK desa Momol
C-KWK desa Ndoso

C1 KWK desa Ndoso
Lampiran C1 KWK desa Ndoso
C —KWK desa Ndoso

C1 KWK desa Ndoso
Lampiran C1 KWK desa Ndoso
C —-KWK desa Ndoso

C1 KWK desa Ndoso
Lampiran C1 KWK desa Ndoso
C —-KWK desa Ndoso

C1 KWK desa Ndoso
Lampiran C1 KWK desa Ndoso
C-KWAK desa Pong Narang

C1 KWK desa Pong Narang



31

79 BuktiP- 21B : Lampiran C1 KWK desa Pong Narang
80 BuktiP- 21C : C-KWK desa Pong Narang

81 BuktiP- 21D : C1 KWK desa Pong Narang

82 BuktiP- 21E : Lampiran C1 KWK desa Pong Narang
83 BuktiP- 21F : C-KWK desa Pong Narang

84 BuktiP- 21G : C1 KWK desa Pong Narang

85 BuktiP- 21H : Lampiran C1 KWK desa Pong Narang
86 BuktiP- 22 : C-KWKdesa RAKA

87 BuktiP- 22A : C1 KWK desa RAKA

88 BuktiP- 22B : Lampiran C1 KWK desa RAKA

89 BuktiP- 22C : C-KWK desa RAKA

90 BuktiP- 22D : C1 KWK desa RAKA

91 BuktiP- 22E : Lampiran C1 KWK desa RAKA

92 BuktiP- 22F : C-KWK desa Raka

93 BuktiP- 22G : C1 KWK desa Raka

94 BuktiP- 22H : Lampiran C1 KWK desa Raka

95 BuktiP- 23 : C-KWKdesa Tehong

96 BuktiP- 23A : C1KWK desa Tehong

97 BuktiP- 23B : Lampiran C1 KWK desa Tehong

98 BuktiP- 23C : C-KWK desa Tehong

99 BuktiP- 23D : C 1KWK desa Tehong

100 Bukti P- 23E : Lampiran C1 KWK desa Tentang

101 BuktiP- 23F : C-KWK 03 Puntu desa Tentang

102 BuktiP- 23G : C1 KWK 03 Puntu desa Tentang

103 BuktiP- 23H : Lampiran C1 KWK 03 Puntu desa Tentang
104 BuktiP- 24 : C-KWK desa Tentang

105 BuktiP- 24A : C 1KWK desa Tentang

106 BuktiP- 24B : Lampiran C1 KWK Desa Tentang

107 BuktiP- 24C : C-KWK desa Tentang

108 BuktiP- 24D : C1 KWK desa Tentang

109 Bukti P- 24E Lampiran C1 KWK TPS 02 Desa Tentang
110 BuktiP- 24F : C KWK 03 Puntu Desa Tentang

111 BuktiP- 24G : C1 KWK 03 Puntu Desa Tentang
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112 Bukti P- 24H Lampiran C1-KWK 03 Puntu Desa Tentang
113 BuktiP- 25 C —-KWK desa Wae Buka
114 Bukti P- 25A C 1KWK desa Wae Buka
115 Bukti P- 25B Lampiran C1 KWK Desa Wae Buka
116 Bukti P- 25C C —-KWK desa Waew Buka
117 Bukti P- 25D C 1KWK desa Waew Buka
118 Bukti P- 25E Lampiran C1 KWK Desa Wae Buka
119 Bukti P- 25F C KWK desa Wae Buka
120 Bukti P- 25G C 1KWK desa Wae Buka
121 Bukti P- 25H Lampiran C1 KWK Desa Wae Buka
122 Bukti P- 26 Salinan Putusan Pidana Nomor 144/PI1D.2010PTK Kupang
123 Bukti P- 27 Kilping Koran Pos Kupang NTT
[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon

menyerahkan Jawaban Tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah hari Senin,

11 Januari 2016, dan membacakannya dalam persidangan hari Selasa, tanggal 12

Januari 2016, yang menyatakan sebagai berikut:

. DALAM EKSEPSI:

l.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pembatalan Rekapitulasi Perhitungan Suara Ulang tidak termasuk

Kewenangan Mengadili Mahkamah Konstitusi.

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa

dan mengadili perkara Rekapitulasi Perhitungan Suara Ulang yang dilakukan

Termohon di Kecamatan Ndoso Kabupaten Manggarai Barat yang diajukan

oleh Pemohon karena bukan merupakan perselisihan penetapan perolehan

suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai

Barat Tahun 2015, dengan alasan:

1) Bahwa Pasal 156 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota Menjadi Undang-Undang, menetapkan bahwa: perselisihan
hasil pemilihan adalah perselisihan antara KPU Kabupaten dan peserta

Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang
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signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;

2) Bahwa Pasal 4 Junto Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1
Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan
Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menetapkan pula bahwa
Obyek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Keputusan
Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang
mempengaruhi terpilihnya Pemohon sebagai pasangan calon Bupati dan
Wakil Bupati;

3) Bahwa keberatan yang diajukan oleh Para Pemohon dalam perkara ini
adalah tentang perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan
calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2015
dan permohonan pembatalan rekapitulasi perhitungan suara ulang yang
dilakukan Termohon di Kecamatan Ndoso Kabupaten Manggarai Barat;

4) Bahwa permohonan Para Pemohon agar dibatalkan rekapitulasi
perhitungan suara ulang yang dilakukan oleh Termohon di Kecamatan
Ndoso Kabupaten Manggarai Barat adalah sama sekali tidak berkaitan
dengan kesalahan hasil perhitungan suara;

5) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 UU RI Nomor 1 Tahun 2015
Tahun 2015 dan Pasal 4 Junto Pasal 3 Peraturan MK Nomor 1 Tahun
2015 sebagaimana terurai di atas, pembatalan rekapitulasi perhitungan
suara ulang tidak merupakan obyek sengketa dalam perkara perselisihan
hasil pemilihan sengketa tentang kesalahan hasil perhitungan suara
yang ditetapkan oleh Termohon dan Mahkamah Konstitusi tidak
berwenang untuk mengadili hal itu;

6) Bahwa berdasarkan alasan terurai di atas, maka keberatan Para
Pemohon tentang pembatalan Surat Keputusan KPU Kabupaten
Manggarai Barat Nomor:41/Kpts/KPU-KAB-018.434062/PILBUP/2015
tanggal 14 Desember 2015 Tentang Rekapitulasi Perhitungan Suara
Ulang Tingkat Kecamatan Ndoso Pada Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2015, tidak berdasar dan tidak
beralasan hukum sehingga oleh karena itu haruslah dinyatakan tidak

dapat diterima.
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.2 KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1.

Bahwa perbedaan perolehan suara antara Para Pemohon dengan
peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan
suara oleh Termohon, jauh melebihi ketentuan batas ambang
perbedaan perolehan suara 0,5-2 %;

Bahwa Pasal 158 ayat ( 2 ) huruf b UU RI No 8 Tahun 2015 Junto
Pasal 6 ayat ( 2 ) huruf b PMK No. 1 Tahun 2015 Junctis Pasal 6
ayat (3) PMK No 6 Tahun 2015 pada pokoknya menentukan bahwa
Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan
permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan
suara kepada Mahkamah Konstitusi dengan ketentuan bahwa
Kabupaten dengan jumlah Penduduk lebih dari 250. 000 (dua ratus
lima puluh ribu jiwa) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu jiwa),
apabila terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar
1,5% antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara
terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh
Termohon;

Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Manggarai Barat menurut data
DAK2 Tahun 2015, yang diserahkan oleh Pemerintah kepada
Termohon, adalah sejumlah: 253.496 jiwa TB.01;

Bahwa berdasarkan jumlah penduduk, maka batas ambang
perbedaan perolehan suara untuk Kabupaten Manggarai Barat
adalah sebesar 1,5% dihitung dari suara terbanyak berdasarkan
penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon;

Bahwa menurut hasil penghitungan suara oleh Termohon
sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Manggarai Barat Nomor: 42/Kpts/KPU-KAB-018.
434062/PILBUP/2015 t entang Penetapan Perolehan Suara Hasil
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 tanggal 17
Desember 2015 Pukul 17. 00 WITA sebagaimana diuraikan pada
Bukti TE.02, komposisi perolehan suara masing-masing Peserta
pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat
Tahun 2015 adalah:
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a. Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas Nama Drs. Agustinus Ch.
Dula dan Drh. Maria Geong, Ph. D, adalah 29.358 suara:

b. Pasangan Calon Drs. Tobias Wanus dan Fransiskus Sukmaniara
adalah 15.250 suara:

c. Pasangan Calon Mateus Hamsi, S. Sos. Dan Drs. Paulus Serak
Baut, M. Si. adalah 23.456 suara:

d. Pasangan Drs. Gasa Maximus, M. Si. Dan H. Abdul Azis M. Pd.l
adalah 22.564 suara:

e. Pasangan Calon Ir. Pantas Ferdinandus, M. Si. Dan Yohanes
Dionisius Hapan adalah 24.745 suara:

6. Bahwa menurut hasil penghitungan suara oleh Termohon terurai di
atas, Pasangan Calon peraih suara terbanyak adalah Pasangan
Calon Nomor urut 1 atas Nama Drs. Agustinus Ch. Dula dan Drh.
Maria Geong, Ph.D, dengan perolehan suara sejumlah 29.358
suara;

7. Bahwa menurut hasil penghitungan suara oleh Termohon,
perbedaan jumlah perolehan suara antara Peraih suara terbanyak
dengan Pemohon | adalah 20% atau 5.902 Suara, dengan
Pemohon |l adalah 23% atau 6. 794 suara, dengan Pemohon ll|
adalah 16% atau 4.613 Suara;

8. Bahwa berdasarkan fakta terurai di atas, terbukti bahwa perbedaan
perolehan suara antara Para Pemohon dengan Pasangan Calon
peraih suara terbanyak adalah jauh melebihi batas ambang
perbedaan, yaitu lebih dari 1,5%;

9. Bahwa oleh karena perbedaan perolehan suara antara Para
Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak
berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon
melebihi batas ambang perbedaan perolehan suara sebagaimana
ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka
Para Pemohon tidak memiliki legal standing atau tidak berhak untuk
mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil
penghitungan perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2015 sebagaimana tertuang
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dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai
Barat Nomor: 42/Kpts/KPU-KAB-018.434062/PILBUP/2015 Tentang
Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Tahun 2015 tanggal 17 Desember 2015 Pukul 17.00 WITA
kepada Mahkamah Konstitusi;

Bahwa oleh karena menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan Para Pemohon tidak memiliki legal standing atau tidak
berhak untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil
penghitungan perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2015 yang telah ditetapkan oleh
Termohon, maka permohonan Para Pemohon dalam perkara ini

haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

1.3.  TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Pengajuan Permohonan Pemohon Diajukan di luar Tenggang Waktu

Yang Ditentukan Oleh Undang-Undang

h

2.

3.

Bahwa dalam pasal 157 ayat (5) Undang-Undang nomor 8 tahun
2015 junto pasal 5 ayat (1) peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1
tahun 2015, pada pokoknya menetapkan bahwa: permohonan
Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat dalam
tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak
Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil
pemilihan;

Bahwa penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara tingkat KPU
dalam pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai
Barat tahun 2015 ditetapkan dan dibacakan oleh Termohon
dihadapan Para Saksi Pasangan Calon, Panwaslu Kabupaten
Manggarai dan semua pihak-pihak berkepentingan, pada tanggal 17
Desember 2015 pukul 17.00 Waktu Indonesia Tengah, halmana
dibuktikan oleh (Bukti TE.02);

Bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang terurai di atas, maka
tenggang waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam kesempatan
untuk mengajukan permohonan adalah dihitung: dari tanggal 17
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Desember 2015 pukul 17.01 Waktu Indonesia Tengah sampai
dengan tanggal 20 Desember 2015 pukul 17.00 Waktu Indonesia
Tengah;

Bahwa sesuai pengakuan Para Pemohon didalam Surat
Permohonannya halaman 11, point C angka 3 dibawah judul
Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan, dan sesuai pula dengan
Akta Penerimaan Permohonan Permohon Nomor: 78/PAN.MK/2015,
terbukti bahwa permohonan Pemohon baru diajukan ke Mahkamah
Konstitusi pada tanggal 21 Desember 2015 pukul 15.45 Waktu
Inodenesia Barat atau pukul 16.45 Waktu Indonesia Tengah;

Bahwa berdasarkan fakta terurai di atas, terbukti bahwa pengajuan
permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah diluar dan melebihi
tenggang waktu 3x24 Jam sebagaimana ditentukan dalam pasal
157 ayat (5) Undang-Undang nomor 8 tahun 2015 junto pasal 5 ayat
(1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 tahun 2015 terurai di
atas;

Bahwa berdasarkan alasan terurai di atas, menurut Termohon,
permohonan dari Para Pemohon diajukan diluar dan melewati
tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan
oleh peraturan perundang-undangan, sehingga oleh karena itu

permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

.4, PERMOHONAN TIDAK JELAS/KABUR (OBSUCUUR LIBEL)

Bahwa menurut Termohon, permohonan dari Para Pemohon tidak

jelas, kabur atau Obscuur Libel dengan alasan:

i

Bahwa dalam posita permohon, tidak jelas, kabur bahkan tidak ada
dalil yang menyatakan Termohon telah melakukan kesalahan
perhitungan yang menyebabkan berkurangnya perolehan suara
dari Para Pemohon dari yang seharusnya ada. Bahwa pada
hakikatnya substansi pokok dalam perkara perselisihan hasil
pemilihan adalah tentang kesalahan perhitungan yang dilakukan
oleh Termohon sehingga mengakibatkan perolehan suara Para
Pemohon menjadi berkurang dari yang seharusnya . Bahwa dalam
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permohonan Para Pemohon aquo tidak jelas diuraikan berapa
jumlah suara Para Pemohon yang hilang akibat kesalahan
penghitungan yang dibuat Termohon dan berapa seharusnya
jumlah perolehan suara dari Para Pemohon. Demikian pula dalam
permohonan aquo tidak diuraikan secara jelas, tegas dan terang
sumber data apa dan darimana asal-usul data yang digunakan
oleh Para Pemohon dalam membuat perhitungan sehingga terjadi
perselisihan perhitungan. Bahwa menurut hemat Termohon,
perselisihan perhitungan hanya terjadi dalam kondisi atau keadaan
dimana data dasar yang dipakai untuk perhitungan adalah data
yang sama, sedangkan kalau data dasar yang digunakan untuk
membuat perhitungan adalah berbeda, maka tidak dapat diklasifisir
sebagai perselisihan perhitungan akan tetapi hal itu diklarifisir
sebagai perbedaan penghitungan. Bahwa oleh karena tidak jelas,
kabur kesalahan Termohon dalam perkara ini, maka oleh karena
itu maka permohonan dari Para Pemohon haruslah dinyatakan
tidak dapat diterima;

2. Bahwa Pemohon mendalilkan seolah-olah menurut perhitungan
Para Pemohon, bahwa Pemohon Ill selaku Pasangan Calon
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat 2015 Nomor
Urut 5 yang memperoleh suara tertinggi sejumlah 28.435 suara,
sedangakan yang memperoleh suara terbanyak kedua adalah
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai
Barat 2015 Nomor Urut 1 dengan perolehan suara sejumlah: 28.
112 suara. Berdasarkan perhitungan versi Para Pemohon, maka
selisih suara antara Pemohon Ill dengan Pasangan Calon Bupati
dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat 2015 Nomor Urut 1
adalah sejumlah: 28.435 dikurangi 28.112 sama dengan 323
suara. Bahwa seandainya saja hal itu benar, maka seharusnya
yang dimohonkan oleh Para Pemohon dalam permohonanya
dalam perkara ini adalah agar Mahkamah Konstitusi menetapkan
Pemohon Ill sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Manggarai Barat 2015 yang memperoleh suara
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terbanyak. Bahwa namun demikian faktanya tidak demikian,
sehingga patut dipertanyakan mengapa dalam petitum
permohonannya, Para Pemohon memohon untuk dilakukan
pemungutan suara ulang dan bukan memohon agar Pemohon Il
ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak ? Bahwa berdasarkan
uraian di atas terbukti bahwa antara posita dan petitum
permohonan Para Pemohon tidak bersesuaian bahkan bertolak
belakang satu sama lain, sehingga membuat perkara ini menjadi
kabur atau tidak jelas, sehingga atas dasar itu haruslah dinyatakan
tidak dapat diterima;

3. Bahwa data-data perolehan suara yang dipakai Para Pemohon
untuk menghitung komposisi perolehan suara dari Para Peserta
Pemilihan di Kecamatan Ndoso, adalah diduga kuat bersumber
dari data-data imajiner atau data siluman hasil rekayasa yang tidak
jelas asal-usulnya. Bahwa dalam perkara ini Para Pemohon malu-
malu, tidak tegas dan tidak terang menyatakan dan mengakui dari
mana sumber dan asal-usul data perolehan suara yang dipakai
sebagai dasar perhitungan, sehingga komposisi perolehan masing-
masing Paslon sebagai berikut: Pasangan Nomor Urut 1 : 28. 112
suara; Pasangan Nomor Urut 2: 15.493 suara; Pasangan Nomor
Urut 3: 22.821 suara; Pasangan Nomor Urut 4: 20.512 suara;
Pasangan Nomor Urut 5: 28.435 suara. Bahwa kekaburan,
ketidakjelasan sumber dan asal-usul data-data perolehan suara
dari masing-masing Paslon tersebut mengakibatkan permohonan
Para Pemohon sangat kabur, sangat tidak jelas, sehingga atas
dasar itu pula haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Bahwa
dalil Para Pemohon yang menyatakan seolah-olah Termohon
dengan sengaja tidak memberikan surat Undangan formulir C-6
untuk memberikan suaranya di TPS sehingga 42.596 orang tidak
bisa ikut memilih pada tanggal 9 Desember 2015, adalah dalil yang
kabur, tidak jelas, karena tidak pasti siapa-siapa saja yang
dimaksudkan dan di wilayah mana saja mereka berdomisili.
Demikian pula tidak pasti apakah 42.596 orang itu pendukung
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Para Pemohon atau tidak. Bahwa ketidakpastian tentang siapa-
siapa orangnya dan dimana mereka berdomisili serta pendukung
siapa orang-orang itu mengakibatkan permohonan Para Pemohon
dalam perkara ini menjadi sangat tidak jelas, sangat kabur,
sehingga atas dasar itu pula haruslah dinyatakan tidak dapat
diterima;

4. Bahwa dalil Para Pemohon yang menyatakan seolah-olah telah
terjadi money politics atau politik uang dalam pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2015 adalah
dalil yang sangat kabur, mengada-ada karena Pasal 73 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintan Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan WaliKota menjadi
Undang-undang, menetapkan bahwa money politik hanya dapat
dibuktikan dengan keputusan peradilan pidana yang telah
berkekuatan hukum tetap, yang dalam perkara ini Para Pemohon
tidak dapat menunjukkan bukti tentang adanya hal itu. Bahwa
dengan tidak diajukannya putusan peradilan pidana yang telah
berkekuatan hukum tetap tentang adanya money politik itu, maka
gugatan Para Pemohon menjadi sangat kabur, sangat tidak jelas,
sehingga atas dasar itu pula haruslah dinyatakan tidak dapat
diterima;

5. Bahwa dalil Para Pemohon tentang kesalahan perhitungan yang
telah dilakukan Termohon dalam Rekapitulasi Hasil Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2015
adalah tidak jelas, sangat kabur karena tidak diuraikan secara
jelas dan terang berapa suara dari masing-masing Para Pemohon
yang Termohon kurangi dan berapa suara yang Termohon
tambahkan kepada Pasangan Nomor Urut 1.

6. Bahwa hal penambahan dan pengurangan suara yang dapat
mempengaruhi terpilih tidaknya Para Pemohon merupakan
substansi pokok dari perselisihan penghitungan suara dalam
perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
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Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2015, akan tetapi justru hal
pokok itulah yang sama sekali tidak diuraikan secara jelas dan
terang dalam permohonan a quo. Bahwa dengan tidak
diuraikannya secara jelas dan terang penambahan dan
pengurangan suara yang dilakukan Termohon dalam perkara ini
maka permohonan Para Penggugat menjadi sangat tidak jelas,
sangat kabur, sehingga oleh karena itu patutlah pula dinyatakan
tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan alasan terurai di atas, terbukti bahwa
permohonan Para Pemohon sangat kabur, sangat tidak jelas,

sehingga oleh karena itu haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Il DALAM POKOK PERMOHONAN

A. Pendahuluan

Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Kabupaten Manggarai Barat tanggal 9 Desember 2015, telah
dilakukan persiapansebagai berikut:

Pengumuman dan Penyampaian Pemberitahuan Pemungutan
Suara: Pengumuman dilakukan oleh KPPS diwilayah kerjanya
masing-masing. Ada beberapa cara yang dilakukan untuk
penyampaian pegumuman pemungutan suara tersebut antara lain
dengan menggunakan pengeras suara, pembacaan pengumuman
melalui gereja dan mesjid serta dengan menempel spanduk ajakan
memilih.

Sedangkan penyampaian formulir C6 kepada pemilih yang
dilaksanakan secara berjenjang dari KPU Kabupaten, PPK, PPS dan
KPPS. Jumlah formulir C6 yang dikirim sebanyak jumlah pemilih
sesuai daftar pemilih tetap kabupaten Manggarai Barat yakni
156.460 pemilih. Oleh KPPS formulir C6 tersebut telah disampaikan
kepada pemilih mulai tanggal 1 - 8 desember 2015.

Dalam rangka memperluas informasi penyampaian formulir C6
dimaksud, KPU Manggarai Barat telah melakukan pengumuman

melalui pengeras suara khusus dalam wilayah kota Labuan Bajo
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pada tanggal 8 Desember 2015 sebagaimana pengumuman nomor

322/KPU-Kab-018-434062/X11/2015 tanggal 8 Desember 2015

(Bukti TE. 03)

1. Distribusi perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara
Bahwa adapun Perlengkapan pelaksanaan pemungutan dan
penghitungan suara yaitu: Surat suara sesuai dengan jumlah
pemilih ditambah 2,5 % dari DPT per TPS
e kotak suara 1 buah per TPS
e tinta 2 buah per TPS
e Dbilik pemungutan suara 1 buah per TPS
e formulir dan sertifikat hasil penghitungan suara sebanyak 11

jepit per TPS;

e serta dukungan perlengkapan TPS lainya

perlengkapan TPS dimaksud telah dikirim dari KPU Kabupaten
Manggarai Barat pada tanggal 7 Desember 2015 dan telah
diterima KPPS pada tanggal 8 Desember 2015. Berita acara
penyampaian perlengkapan pemungutan dan penghitungan
suara dimaskud sebagaimana tertuang dalam Berita Acara
Penyampaian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan
Suara, (Bukti TE.04);

2. Pelaksanaan pemungutan suara
Bahwa kegiatan pemungutan suara pada tanggal 9 Desember
2015 dilaksanakan secara serentak pada seluruh TPS mulai
pukul 07.00 — 13.00 Wita. Pelaksanaan pemungutan suara
telah dilaksanakan sesuai jadwal di 493 TPS, 169
Desa/Kelurahan dan 10 Kecamatan di Kabupaten Mangggarai
Barat tanpa gangguan keamanan sedikitpun . Dari hasil
monitoring dan pemantauan KPU Kabupaten Manggarai Barat
tidak ditemukan penundaan atau pemungutan suara ulang
serta telah dilaksanakan dengan lancar, aman dan tertib.

3. Pelaksanaan penghitungan suara
Bahwa Kegiatan penghitungan suara dilaksanakan mulai pukul
13.00—selesai. Dari hasil monitoring dan pemantauan KPU
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Kabupaten Manggarai Barat, kegiatan penghitungan suara
telah dilaksanakan dengan tertib, aman dan lancar serta tidak
ada TPS yang mengalami penundaan penghitungan atau
penghitungan ulang surat suara. Setelah dilakukan
penghitungan, saat itu juga KPPS telah menyerahkan formulir
C, C1 dan lampiranya kepada saksi, pengawas pemilihan
lapangan, PPK, KPU serta ditempel pada papan pengumuan
TPS dan Desal/kelurahan;

4. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat PPK
Sesuai peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang jadwal
pemilihan, kegiatan rekapitulasi dilaksanakan mulai tanggal 10—
16 desember 2015. Adapun realisasi pelaksanaan rekapitulasi

penghitungan suara di tingkat PPK adalah sebagai berikut:

No. Nama Kecamatan | Pelaksanaan rekapitulasi | Keterangan
1. Komodo 10 — 12 desember 2015
2. Boleng 10 — 12 desember 2015
3. Mbeliling 10 — 12 desember 2015
4, Sano nggoang 10 desember 2015
5. Lembor selatan 10 — 11 desember 2015
6. Lembor 10 — 14 desember 2015 *)
7. Welak 10 — 11 desember 2015
8. Kuwus 10 — 12 desember 2015
9. Ndoso 11 — 16 desember 2015 **)
10. Macang Pacar 10 — 11 desember 2015
") : Dipindah lokasi rekapitulasi ke Kabupaten pada tanggal 14

Desember 2015 untuk melanjutkan rekapitulasi di 6 PS dari 2
desa yang tersisa dengan alasan gangguan kemanan;

**) . Terjadi kerusuhan yang menyebabkan terbakarnya 29 kotak
suara dari 40 TPS pada tgl 11 desember 2016 lalu rekapitulasi
diulang dan dilanjutkan tanggal 16 desember 2015 di
Kabupaten Manggarai Barat;

5. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat KPU
Kabupaten:
Bahwa Rekapitulasi ditingkat Kabupaten dilaksanakan pada
tanggal 17 Desember 2015 yang dihadiri oleh seluruh ketua
dan anggota PPK, Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten,

saksi dari 5 pasangan calon, serta undangan lainya. Hasil
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rekapitulasi dituangkan dalam berita acara model DB-KWK,
DB1-KWK dan lampirannya (Bukti TE.01). Berita acara
dimaksud hanya ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi
paslon yaitu paslon nomor 1 dan nomor 2. Sedangkan saksi
Nomor 3, Nomor 4 dan Nomor 5 tidak menandatangani berita
acara dan telah mengisi keberatannya dalam formulir model
DB2;

Kegiatan ini dilakukan hanya sehari, kemudian dilanjutkan
dengan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara
dengan surat keputusan KPU Kabupaten Manggarai Barat
Nomor: 42/Kpts/KPU-KAB-018.434062/PILBUP/2015 tentang
Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil
Bupati Tahun 2015 tanggal 17 Desember 2015 Pukul 17.00
WITA. Pada hari itu juga KPU Kabupaten Manggarai Barat
telah menyerahkan surat keputusan dimaksud disertai lampiran
berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
Bukti penyerahan sebagaimana tanda terima model DB;

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan
kegiatan pemilihan di Kabupaten Manggarai Barat telah
dilaksanakan sesuai jadwal tahapan pemilihan dan hasil
pemilihan telah disampaikan kepada saksi pasangan calon,
pengawas pemilihan dan pemangku kepentingan lainya.
Adapun masalah yang ditemukan dalam kegiatan pemilihan
yaitu pada tahapan rekapitulasi di 1 (satu) kecamatan dari 10
kecamatan di Kabupaten Manggarai Barat yang disebabkan
oleh kerusuhan yang menyebabkan terbakarnya 29 kotak suara
dari 40 kotak suara di Kecamatan Ndoso. Atas masalah
tersebut , setelah memndapat arahan dari KPU Propinsi NTT
dan rekomendasi dari Panwascam Kecamatan Ndoso, KPU
Manggarai Barat telah mengambil langkah vyaitu tetap
melanjutkan rekapitulasi di Kecamatan Ndoso dengan
menggunakan formulir hasil penghitungan model C1-KWK dan
lampiranya yang telah diterima dari PPK Ndoso pada tanggal

Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
JI. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



45

10 Desember 2015 sehingga selanjutnya KPU Kabupaten
Manggarai Barat dapat menetapkan rekapitulasi hasil

penghitungan suara tingkat Kabupaten.

B. Tanggapan Dalam Pokok Permohonan

1.

Bahwa dalam Pokok-Pokok Permohonan angka 1, Para
Pemohon mendalilkkan bahwa PPK Kecamatan Ndoso dan
Panwascam Ndoso melakukan pelanggaran Pemilu saat
pelaksanaan Rekapitulasi Perhitungan suara di Kantor PPK
Kecamatan Ndoso pada tanggal 11 Desember 2015 dengan
Cara melakukan rekapitulasi perhitungan suara tanpa
mengundang saksi dari Paslon Nomor Urut 2, Paslon Nomor
Urut 3 (Pemohon 1), Paslon Nomor Urut 4 (Pemohon II) ,
Paslon Nomor Urut 5 (Pemohon IlI) dan meskipun hanya saksi
dari Paslon Nomor Urut 1 saja yang hadir, Panwascam
membiarkan PPK Kecamatan Ndoso terus melakukan
perhitungan rekapitulasi suara di Kecamatan Ndoso; tindakan
mana melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1) PKPU Nomor 11
Tahun 2015 dan Pasal 8 ayat (3) Perbawaslu Nomor: 14 Tahun
2015. Bahwa dalil Para Pemohon tersebut tidak benar, dengan

alasan sebagai berikut:

a. Bahwa PPK Ndoso telah menyiapkan undangan  untuk
menghadiri Rekapitulasi Penghitungan Suara untuk semua
saksi dari Paslon, PPS dan Panitia pengawas pemilihan
Kecamatan Ndoso serta telah menempel pengumuman pada
papan pengumuman Kecamatan Ndoso agar diketahui oleh
masyarakat luas (Bukti TD.01);

b. Bahwa undangan untuk saksi dari Paslon Nomor urut 1, 3, dan
Paslon Nomor Urut 4 telah diserahkan dan telah diterima oleh
saksi-saksi dari Paslon bersangkutan pada tanggal 10
Desember 2015;
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c. Bahwa saksi dari Paslon nomor urut 1, 3 dan 4 telah
menyerahkan surat mandat kepada PPK Ndoso sebagaimana
diuraikan dalam bukti (TD.02, TD.03, TD.04);

d. Bahwa Undangan untuk Paslon Nomor 2 dan § sudah
disiapkan, akan tetapi tidak dapat disampaikan karena alamat
sekretariatnya di Kecamatan Ndoso tidak jelas dan tidak
diketahui;

e. Bahwa saksi dari Paslon Nomor Urut 4, yang telah menerima
undangan dan telah menyerahkan Surat Mandat kepada PPK
Ndoso atas nama Anselmus Darut, akan tetapi yang
bersangkutan tanpa alasan sah tidak hadir dalam rapat pleno;

f. Bahwa PPK Ndoso sebelum memulai rapat pleno telah
terlebih dahulu meminta pendapat Panwas Ndoso atas
ketidakhadiran saksi nomor 2, 4 dan 5 dan pada saat itu juga
ketua Panwas Ndoso menjelaskan kepada PPK Ndoso untuk
memulai kegiatan rapat pleno karena dari 3 (tiga) surat
mandat yang telah diterima, 2 (dua) perwakilan saksi dari
paslon nomor 1 dan 3 telah hadir disamping itu kegiatan rapat
pleno tersebut juga dihadiri oleh ketua KPPS dan unsur
masyarakat lainnya; sebagaimana dibuktikan oleh keterangan
dari Saksi 2 atas nama Marianus Mal, Saksi 1 atas nama:
Yustina Danul, dan saksi 3 atas nama Willibrodus Tarman;

g. Bahwa jadwal tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
termasuk jadwal rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat
PPK telah disampaikan secara patut kepada Para Paslon jauh
sebelum hari pemungutan suara dilaksanakan;

h. Bahwa di tengah berlangsungnya Pleno Rekapitulasi
Penghitungan suara di PPK Kecamatan Ndoso, datang
sekelompok masa berteriak dengan suara keras di luar
gedung pleno. Kelompok masa tersebut mengaku dari paslon
nomor 5 dan menyatakan pleno kecamatan ndoso harus
dibatalkan karena PPK Ndoso tidak mengundang saksi. Salah

seorang kelompok masa tersebut meminta bertemu dengan
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ketua PPK dan saat itu juga oleh pihak keamanan diantar ke
ruang pleno PPK untuk melakukan dialog dengan PPK ndoso.
Kelompok masa yang mengaku dari saksi paslon nomor 5
mempertanyakan mengapa PPK Ndoso tidak mengundang
mereka saat pelaksanaan pleno. PPK Ndoso melalui ketua
PPK menjawab pada dasarnya undangan pleno telah
disiapkan namun mereka kesulitan mengantar undangan
karena tidak mengetahui alamat sekretariat paslon nomor 5 di
kecamatan Ndoso. Ketua PPK bahkan memberitahukan
kepada utusan paslon nomor 5 bahwa telah dilakukan kontak
via telepon ke nomor saudara Irenius Surya yang merupakan
tim penghubung paslon nomor 5 yang berasal dari desa
Tentang Kecamatan Ndoso. Yang bersangkutan menyatakan
akan mengutus saksi disertai surat mandat saksi pada saat
pleno berlangsung. Pada saat itu juga oleh ketua Panwas
mengajak wakil paslon nomor 5 tersebut untuk mengikuti
kegiatan pleno dengan terlebih dahulu menyerahkan surat
mandat kepada ketua PPK, akan tetapi yang bersangkutan
tidak bersedia dan keluar dari ruang pleno PPK Ndoso tanpa
alasan yang jelas.
Bahwa alasan Termohon terurai di atas dikuatkan dan
dibuktikan oleh keterangan dari Saksi 2 atas nama Marianus
Mal, Saksi 1 atas nama : Yustina Danul, dan saksi 3 atas
nama Willibrodus Tarman dan Surat Bukti TD.01, TD.02, TD.
03, TD. 04;
Bahwa berdasarkan alasan terurai di atas, maka terbukti
bahwa dalil Para Pemohon tersebut adalah tidak benar,
sehingga atas dasar itu haruslah ditolak setidak-tidaknya
dikesampingkan;
2. Bahwa dalil Para Pemohon dalam point 2 Pokok Permohonan
yang menyatakan terjadinya kerusuhan saat rekapitulasi

penghitungan suara di PPK Ndoso karena PPK Ndoso menolak
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permintaan dari saksi Pemohon Ill dan masyarakat, adalah dalil

yang tidak benar dengan alasan:

a. Bahwa pelaksanaan rekapitulasi di PPK Ndoso telah dihadiri
oleh saksi 1 dan 3, Panwascan, PPS se Kecamatan Ndoso
dan para pemangku kepentingan serta anggota masyarakat ,
sebagaimana terungkap dan terbukti dari Laporan PPK
Ndoso tertanggal 14 Desember 2015 ( Bukti TD.05 ), Daftar
hadir peserta rapat pleno di PPK Ndoso ( Bukti TD.06 ) serta
Foto kegiatan rapat pleno ( Bukti TD.07 );

b. Bahwa saudara Frans Dima mengaku sebagai saksi dari
Paslon Nomor urut 5 akan tetapi saudara Frans Dima tidak
dapat menunjukan dan menyerahkan surat mandat dari
Paslon Nomor urut 5 untuk menjadi saksi pada pleno
rekapitulasi di PPK Ndoso;

c. Bahwa saudara Marsel Jeramun tidak pernah memerintah
PPK Ndoso dan selama pleno rekapitulasi perhitungan suara
tidak pernah masuk ruang pleno dan tidak bertemu dengan
anggota PPK Ndoso;

d. Bahwa saksi Paslon Nomor Urut 5 tidak dapat menyaksikan
proses rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK
Kecamatan Ndoso dikarenakan oleh kelalaian dari Paslon
Nomor Urut 5 yang tidak mengutus saksinya untuk datang
secara tepat waktu, dan hal itu tidak merupakan keadaan atau
kondisi sebagai dasar untuk melakukan penghitungan ulang
yang dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 56 huruf e Peraturan
KPU No.11 Tahun 2015;

e. Bahwa informasi tentang adanya pengakuan dari masyarakat
di beberapa kampung yang mendapat uang dari Tim Sukses
Paslon Nomor urut 1 untuk memilih Paslon Nomor Urut 1,
adalah bukan merupakan alasan sah untuk melakukan
kerusuhan, akan tetapi seharusnya informasi tersebut dipakai
sebagai dasar oleh Para Pemohon untuk melaporkan hal itu
kepada pihak yang berwajib;
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f. Bahwa berdasarkan alasan terurai di atas, maka dalil
permohonan dalam point 2 tersebut , tidak berdasar dan tidak
beralasan hukum sehingga oleh karena itu haruslah ditolak.

g. Bahwa alasan Termohon terurai di atas dikuatkan dan
dibuktikan oleh keterangan dari Saksi 2 atas nama Marianus
Mal, Saksi 1 atas nama: Yustina Danul, dan saksi 5 atas nama
Willibrodus Tarman, Saksi 3 atas nama Marselinus Jeramun
dan Surat Bukti TD.01, TD.02, TD. 03, TD. 04, TD. 05, TD.06,
TD.07.

h. Bahwa berdasarkan alasan terurai di atas, maka dalil
permohonan dalam point 2 tersebut, tidak berdasar dan tidak
beralasan hukum sehingga oleh karena itu haruslah ditolak.

3. Bahwa terhadap dalil Para Pemohon dalam point 3 Pokok

Permohonan, Termohon mengklarifikasinya sebagai berikut:

a. Bahwa yang sebenarnya jumlah TPS di Kecamatan Ndoso,
seluruhnya berjumlah 40 TPS yang tersebar di 15 Desa;

b. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2015, semua masyarakat
Kecamatan Ndoso yang berhak memilih, telah memberikan
suaranya untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Manggarai Barat 2015 di 40 TPS tersebut;

c. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2015 itu juga, hasil
pemungutan suara di 40 TPS tersebut telah dihitung
perolehan suara dari masing-masing Paslon yang disaksikan
oleh saksi-saksi dari masing-masing Paslon dan hasil
perolehan suara dari masing-masing Paslon telah pula dicatat
tanpa coretan dan tanpa Tip-Ex dalam formulir C1-Plano, C-
KWK, C1-KWK dan Lampiranya (Bukti TC.01) yang turut
ditandatangani oleh seluruh saksi dari Paslon dalam rangkap
11 ( sebelas ) dengan rincian peruntukannya sebagai berikut:
e 1 jepit formulir berhologram model C-KWK, C1-KWK dan

lampirannya di masukan ke dalam kotak suara;
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e jepit formulir model C-KWK, C1-KWK dan lampirannya
diserahkan kepada panwas lapangan;

e 5 jepit formulir model C-KWK, C1-KWK dan lampirannya
diserahkan kepada saksi Paslon yang hadir;

e 1 jepit formulir model C-KWK, C1-KWK dan lampirannya)
diserahkan kepada PPK melalui PPS;

e 1 jepit formulir model C-KWK, C1-KWK dan lampirannya
diserahkan kepada KPU melalui PPS untuk data
pengiriman data hasil pemilihan kepada pusat data
SITUNG;

e 2 jepit formulir model C1-KWK, C1-KWK dan lampirannya
sebagai bahan pengumuman untuk ditempel di papan
pengumuman di TPS dan di Desa;

d. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2015 itu juga saksi-saksi
dari Para Pemohon telah menerima masing-masing 1 jepit
model C-KWK, C1-KWK dan lampirannya, sebagaimana
terbukti dari Surat keterangan yang ditandatangani oleh ketua
KPPS di Kecamatan Ndoso pada tanggal 6 Januari 2016
(Bukti TC.02);

e. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2015, 1 jepit formulir
model C-KWK, C1-KWK dan lampirannya dari 40 TPS di
Kecamatan Ndoso telah diterima oleh Petugas Termohon dari
PPK Kecamatan Ndoso sebagaimana terbukti dari Surat
Tanda Terima tertanggal 10 Desember 2015 (Bukti TD.09);

f. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2015, surat-surat suara
dari 29 TPS yang tersimpan dalam 29 Kotak Suara, hangus
terbakar akibat ulah dari Pendukung Para Pemohon,
sedangkan surat-surat suara dari 11 TPS yang tersimpan
dalam 11 Kotak Suara masih selamat tidak terbakar
sebagaimana terbukti dari laporan polisi (Bukti TF.03);

g. Bahwa meskipun surat-surat suara dari 29 TPS tersebut telah
hangus terbakar, akan tetapi komposisi jumlah perolehan
suara dari masing-masing Paslon pada 29 TPS tersebut telah

Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
JI. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



o1

terekam dan tersimpan dengan baik dan aman dalam 40
formulir model C-KWK, C1-KWK dan lampirannya yang
dipegang baik oleh Termohon dan Panwaslu maupun oleh
masing-masing Paslon atau saksi-saksinya;

h. Bahwa hangus terbakarnya surat-surat suara dari 29 TPS di
Kecamatan Ndoso itu, sama sekali tidak berpengaruh apa-apa
terhadap komposisi jumlah peroleh suara dari masing-masing
Paslon pada 29 TPS tersebut karena komposisi jumlah
perolehan suara dari masing-masing Paslon pada 29 TPS
tersebut tidak ikut terbakar akan tetapi tetap aman dan
tersimpan baik dalam 40 formulir model C-KWK, C1-KWK dan
lampirannya  yang dipegang baik oleh Termohon dan
Panwaslu maupun oleh masing-masing Paslon atau saksi-
saksinya;

i. Bahwa dengan demikian, meskipun kotak suara dan surat
suara terbakar, akan tetapi hal itu sama sekali tidak
berpengaruh terhadap terpilih tidaknya Para Pemohon karena
hal itu sama sekali tidak merubah komposisi jumlah perolehan
suara dari masing Paslon peserta pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2015, sehingga
oleh karena itu dall Para Pemohon tersebut haruslah
dikesampingkan.

Bahwa alasan Termohon terurai di atas dikuatkan dan dibuktikan

oleh Surat Bukti TC.01, TC.02, TD.09;

Bahwa berdasarkan alasan terurai di atas, maka dalil

permohonan dalam point 3 tersebut, tidak berdasar dan tidak

beralasan hukum sehingga oleh karena itu haruslah ditolak.
4. Bahwa dalil permohonan Para Pemohon dalam point 4 Pokok

Permohonan, Termohon menanggapinya sebagai berikut:

a. Bahwa dalam kerusuhan pada tanggal 11 Desember 2015
yang diduga dilakukan oleh Pendukung Para Pemohon,

beberapa Anggota PPK Kecamatan Ndoso dikejar-kejar dan
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diancam untuk dibunuh , akan tetapi syukurlah mereka masih

selamat;

b. Bahwa Anggota PPK Kecamatan Ndoso sangat trauma
dengan kejadian tersebut dan menyatakan tidak sanggup
untuk melakukan rekapitulasi hasil pemilihan ulang di
Kecamatan Ndoso sebagaimana tertuang dalam Surat
Pernyataan tertanggal 14 Desember 2015;

c. Bahwa mengacu pa

d. da ketentuan pasal 54 Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2015
yang menyatakan:

(1) Tatacara pemberhentian sementara anggota PPK
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2)
dilakukan dengan tahapan meliputi:

a. menerima laporan;

b. meneliti materi laporan;

c. melakukan klarifikasi;

d. melakukan kajian dan mengambil keputusan.

(2) KPU/KIP Kabupaten/Kota meneliti materi laporan dan
membuat ringkasan hasil penelitian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b.

(3) Dalam melakukan Kklarifikasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf ¢, KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat:

a. menggali, mencari dan menerima masukan dari
berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan
pemaham laporan;

b. memanggil para pihak;

meminta bukti-bukti pendukung; dan

d. melakukan koordinasi dan/atau melibatkan Bawaslu
atau Panwaslu sesuai dengan tingkatannya.

(4) Berdasarkan hasil penelitan  dan  klarifikasi

o

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3),

KPU/KIP  Kabupaten/Kota membuat kajian dan

mengambil keputusan.

a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 54 Peraturan
KPU Nomor 3 tahun 2015 terurai diatas, KPU
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Manggarai Barat telah melakukan kajian atas laporan
PPK Ndoso sebagaimana tertuang dalam Telaahan
Staf nomor 328.a/Seskab-08.434062/XI11/2015
tanggal 13 Desember 2015 (Bukti TE.05);

b. Bahwa hasil kajian dimaksud telah dibahas dalam
rapat pleno KPU Kabupaten Manggarai Barat pada
tanggal 14 Desember 2015 dan telah dituangkan
dalam berita acara nomor 61/BA/PILBUP/XII/2015
(Bukti TE.06);

c. Bahwa berdasarkan Berita Acara tersebut, KPU
Manggarai Barat menetapkan surat keputusan nomor
40/Kpts/KPU-Kab-018.434062/PILBUP/2015 tentang
Pemberhentian Sementara Anggota PPK Ndoso
(Bukti TE.O7);

d. Bahwa Termohon memberhentikan dan mengambil
alih tugas, wewenang dan tanggung jawab PPK
Kecamatan Ndoso berdasarkan ketentuan Peraturan
KPU Nomor 3 Tahun 2015 dan arahan dari Ketua
KPU Provinsi NTT melalui Suratnya nomor
1296/KPU-Prov-018./X11/2015 tanggal 14 Desember
2015 (TF.02);

e. Bahwa Termohon dalam kapasitas melaksanakan
wewenang PPK Ndoso, telah melakukan rekapitulasi
Penghitungan suara ulang tingkat PPK Kecamatan
Ndoso berdasarkan Rekomendasi dari Panwascan
Kecamatan Ndoso sebagaimana tertuang dalam
Surat tertanggal 12 Desember 2015 (TF.01) dan
Arahan dari KPU Provinsi tersebut di atas (TF.02);

f. Bahwa tidak bersedianya PPK Kecamatan Ndoso
untuk melakukan rekapitulasi penghitungan suara
ulang di Kecamatan Ndoso, sama sekali tidak

berpengaruh terhadap komposisi perolehan suara
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dari masing-masing Paslon, sehingga oleh karena itu
dalil keberatan Para Pemohon aquo haruslah

dikesampingkan;

Bahwa alasan Termohon terurai di atas dikuatkan dan
dibuktikan oleh keterangan dari Saksi 2 atas nama
Marianus Mal, Saksi 1 atas nama: Yustina Danul dan
Surat Bukti TE.05, TE.O6, TE.O7, TF.01, TF.02

Bahwa berdasarkan alasan terurai di atas, maka dalil
permohonan dalam point 4 tersebut, tidak berdasar dan
tidak beralasan hukum sehingga oleh karena itu

haruslah ditolak.

5. Bahwa dalil Para Pemohon dalam point 5 Pokok Permohonan,

Termohon menanggapinya sebagai berikut:

a. Bahwa Surat Keputusan KPU Kabupaten Manggarai Barat
Nomor: 41/Kpts/KPU-KAB-018.434062/PILBUP/2015 tanggal
14 Desember 2015 (Bukti TE.08) tidak bersifat pelanggaran
pemilu, karena memang Termohon berwenang untuk itu
sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Peraturan KPU Nomor: 3
Tahun 2015;

b. Bahwa rekapitulasi penghitungan suara ulang yang dilakukan
Termohon tidak didasarkan pada surat suara yang terbakar
karena mustahil hal itu terjadi, akan tetapi didasarkan pada
dokumen perhitungan suara di TPS ( Bukti TC.01.1 sampai
dengan Bukti TC.01.40 ) yang tertuang dalam 40 formulir
model C-KWK, C1-KWK dan lampirannya yang dipegang baik
oleh Termohon dan Panwaslu Kabupaten Manggarai Barat
Bukti TC.02.1 sampai dengan Bukti TC.02.40 maupun oleh
masing-masing Para Pemohon atau saksi-saksinya;

c. Bahwa dokumen pemungutan suara sebagaimana tertuang
dalam surat suara yang tersimpan dalam kotak suara
bukanlah merupakan dokumen dasar yang dipakai oleh PPK
dalam melakukan Rekapitulasi penghitungan suara pada
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tingkat PPK , akan tetapi dokumen dasar yang dipakai oleh
PPK dalam melakukan Rekapitulasi penghitungan suara pada
tingkat PPK adalah dokumen perhitungan suara di TPS dalam
bentuk model C-KWK, C1-KWK dan lampirannya
sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 15 ayat ( 5 ) huruf e
Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2015 yang pada pokoknya
menetapkan: PPK  melakukan Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara dengan cara meneliti dan membaca
dengan cermat dan jelas data jumlah pemilih, penggunaan
Surat Suara, perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam
formulir Model C1-KWK;

d. Bahwa pada prinsipnya, menurut hemat Termohon, yang
direkapitulasi bukan surat suara atau kotak suaranya, akan
tetapi jumlah perolehan suaranya; sehingga meskipun surat
suara dan kotak suara terbakar, akan tetapi jumlah perolehan
suara dari masing-masing Paslon sudah diketahui oleh Para
Pemohon berdasarkan Formulir C-KWK, C1-KWK dan
Lampirannya yang diterima dari 40 KPPS di Kecamatan
Ndoso.

e. Bahwa sesungguhnya , kuat dugaan bahwa pembakaran surat
suara dan kotak suara pada tingkat PPK di Kecamatan Ndoso
adalah rekayasa sistematis dan terstruktur dari Para Pemohon
setelah tahu dan sadar bahwa peroleharan suaranya jauh dari
harapan dan berasumsi dengan terbakarnya kotak suara dan
surat-surat suara itu dapat dilakukan pemungutan suara ulang
yang diharapkan dapat menguntungkan Para Pemohon;

f. Bahwa Surat Keputusan KPU Kabupaten Manggarai Barat
Nomor : 41/Kpts/KPU-KAB-018.434062/PILBUP/2015 tanggal
14 Desember 2015 tersebut sama sekali tidak berpengaruh
merubah komposisi perolehan suara dari masing-masing
Paslon, sehingga tidak relevan sebagai dasar untuk
melakukan  pemungutan  suara ulang sebagaimana

dimohonkan oleh Para Pemohon dalam perkara ini:

Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
JI. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



56

e. Bahwa Surat Keputusan KPU Kabupaten Manggarai Barat
Nomor: 41/Kpts/KPU-Kab-018.434062/PILBUP/2015 tanggal
14 Desember 2015 tersebut sama sekali tidak bertentangan
bahkan serasi dengan Surat KPU Provinsi NTT Nomor:
1296/KPU-Prov-018./X11/2015 tanggal 14 Desember 2015
(Bukti TF.02);

f. Bahwa tindakan Termohon menerbitkan Surat Keputusan KPU
Kabupaten Manggarai Barat Nomor:41/Kpts/KPU-KAB-018.
434062/PILBUP/2015 tanggal 14 Desember 2015 tersebut
adalah semata-mata sebagai tindakan diskresi untuk
mengatasi keadaan dan kondisi yang tidak atau belum diatur
secara tegas dalam peraturan perundang-undangan dan hal
itu sama sekali tidak merupakan pelanggaran pemilukada
yang serius.

g. Bahwa dasar hukum Termohon menerbitkan Keputusan
tersebut, diatur dalam UU nomor 15 tahun 2011 tentang
Penyelenggara Pemilu pasal 10 ayat 3: Tugas dan wewenang
KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan
bupati/walikota:

e Merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan
bupati/walikota.

e Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk set